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BERITA NEGARA

REPUBLIK INDONESIA

No. 1169, 2021

KEMENPAN-RB. Penyelidik Tindak  Pidana
Korupsi. Jabatan Fungsional.

PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 55 TAHUN 2021
TENTANG

JABATAN FUNGSIONAL PENYELIDIK TINDAK PIDANA KORUPSI

Menimbang

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

a.

bahwa untuk pengembangan karier dan peningkatan
profesionalisme pegawai negeri sipil yang mempunyai
ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, dan wewenang
untuk melaksanakan penyelidikan perkara tindak pidana
korupsi, serta dukungan penanganan perkara yang
meliputi koordinasi dan supervisi, penanganan dan
pengelolaan informasi dan data, pelacakan aset,
pengelolaan barang bukti dan barang rampasan,
penyelenggaraan dan pengelolaan hukum antikorupsi,
perlu ditetapkan Jabatan Fungsional Penyelidik Tindak
Pidana Korupsi;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi tentang Jabatan Fungsional Penyelidik Tindak

Pidana Korupsi;
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Mengingat

Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang
Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

Undang-Undang Nomor S Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5494);

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang
Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 17 tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen
Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 647);

Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang
Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Peraturan Presiden Nomor 116 Tahun 2014 tentang
Perubahan Kedua atas Keputusan Presiden Nomor 87
Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional
Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 240);

Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2021 tentang
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi  Birokrasi (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 126);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2019 tentang
Pengusulan, Penetapan, dan Pembinaan Jabatan
Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 834);
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8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2019 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1593);

MEMUTUSKAN:
PERATURAN MENTERI @ PENDAYAGUNAAN APARATUR
NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI TENTANG JABATAN
FUNGSIONAL PENYELIDIK TINDAK PIDANA KORUPSI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS
adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat
tertentu, diangkat sebagai pegawai aparatur sipil negara
secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk
menduduki jabatan pemerintahan.

2. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang
mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan,
pemindahan dan pemberhentian PNS, dan pembinaan
manajemen PNS di instansi pemerintah sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Pejabat yang Berwenang adalah pejabat yang mempunyai
kewenangan melaksanakan proses pengangkatan,
pemindahan, dan pemberhentian PNS sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang
berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan
fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan
keterampilan tertentu.

5. Jabatan Fungsional Penyelidik Tindak Pidana Korupsi
adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas,

tanggung jawab, dan wewenang untuk melaksanakan



2021, No. 1169

10.

11.

penyelidikan perkara tindak pidana korupsi, serta
dukungan penanganan perkara yang meliputi koordinasi
dan supervisi, penanganan dan pengelolaan informasi
dan data, pelacakan aset, pengelolaan barang bukti dan
barang rampasan, penyelenggaraan dan pengelolaan
hukum antikorupsi.

Pejabat Fungsional Penyelidik Tindak Pidana Korupsi
yang selanjutnya disebut Penyelidik Tindak Pidana
Korupsi adalah PNS yang diberi tugas, tanggung jawab,
dan wewenang secara penuh oleh Pejabat yang
berwenang untuk melaksanakan penyelidikan perkara
tindak pidana korupsi, serta dukungan penanganan
perkara yang meliputi koordinasi dan supervisi,
penanganan dan pengelolaan informasi dan data,
pelacakan aset, pengelolaan barang bukti dan barang
rampasan, penyelenggaraan dan pengelolaan hukum
antikorupsi.

Tindak  Pidana Korupsi adalah tindak pidana
sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang
mengatur mengenai Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi.

Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi adalah
serangkaian tindakan untuk mencegah dan memberantas
tindak pidana korupsi melalui wupaya koordinasi,
supervisi, monitor, penyelidikan, penyidikan,
penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan,
dengan peran serta masyarakat berdasarkan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

Sasaran Kinerja Pegawai yang selanjutnya disingkat SKP
adalah rencana kinerja dan target yang akan dicapai oleh
seorang PNS yang harus dicapai setiap tahun.

Angka Kredit adalah satuan nilai dari uraian kegiatan
dan/atau akumulasi nilai dari uraian kegiatan yang
harus dicapai oleh Penyelidik Tindak Pidana Korupsi
dalam rangka pembinaan karier yang bersangkutan.
Angka Kredit Kumulatif adalah akumulasi nilai Angka

Kredit minimal yang harus dicapai oleh Penyelidik Tindak
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Pidana Korupsi sebagai salah satu syarat kenaikan
pangkat dan/atau jabatan.

Penetapan Angka Kredit yang selanjutnya disingkat PAK
adalah hasil penilaian yang diberikan berdasarkan Angka
Kredit untuk pengangkatan atau kenaikan pangkat
dan/atau jabatan dalam Jabatan Fungsional Penyelidik
Tindak Pidana Korupsi.

Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Penyelidik
Tindak Pidana Korupsi yang selanjutnya disebut Tim
Penilai adalah tim yang dibentuk dan ditetapkan pejabat
yang memiliki kewenangan menetapkan Angka Kredit
dan bertugas mengevaluasi keselarasan Hasil Kerja
dengan tugas yang disusun dalam SKP serta menilai
capaian kinerja Penyelidik Tindak Pidana Korupsi dalam
bentuk Angka Kredit Penyelidik Tindak Pidana Korupsi.
Standar Kompetensi Penyelidik Tindak Pidana Korupsi
yang selanjutnya disebut Standar Kompetensi adalah
deskripsi pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang
diperlukan seorang PNS dalam melaksanakan tugas
Jabatan Fungsional Penyelidik Tindak Pidana Korupsi.
Uji Kompetensi adalah proses pengukuran dan penilaian
terhadap kompetensi teknis, manajerial, dan sosial
kultural dari Penyelidik Tindak Pidana Korupsi dalam
melaksanakan tugas dan fungsi dalam jabatan.

Hasil Kerja adalah unsur kegiatan utama yang harus
dicapai oleh Penyelidik Tindak Pidana Korupsi sebagai
prasyarat menduduki setiap jenjang Jabatan Fungsional
Penyelidik Tindak Pidana Korupsi.

Hasil Kerja Minimal adalah unsur kegiatan utama yang
harus dicapai minimal oleh Penyelidik Tindak Pidana
Korupsi sebagai prasyarat pencapaian Hasil Kerja.

Karya Tulis/Karya Ilmiah adalah tulisan hasil pokok
pikiran, pengembangan, dan hasil kajian/penelitian yang
disusun oleh Penyelidik Tindak Pidana Korupsi baik
perorangan atau kelompok di bidang Pemberantasan

Tindak Pidana Korupsi.
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19.

20.

Instansi Pembina Jabatan Fungsional Penyelidik Tindak
Pidana Korupsi yang selanjutnya disebut Instansi
Pembina adalah kesekretariatan jenderal pada lembaga
negara yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di
bidang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan

pemerintahan di bidang aparatur negara.

BAB II
KEDUDUKAN, TANGGUNG JAWAB, DAN
KLASIFIKASI/RUMPUN JABATAN

Bagian Kesatu

Kedudukan dan Tanggung Jawab

Pasal 2

Penyelidik Tindak Pidana Korupsi berkedudukan sebagai
pelaksana teknis dalam melaksanakan penyelidikan
perkara tindak pidana korupsi, serta dukungan
penanganan perkara yang meliputi koordinasi dan
supervisi, penanganan dan pengelolaan informasi dan
data, pelacakan aset, pengelolaan barang bukti dan
barang rampasan, penyelenggaraan dan pengelolaan
hukum antikorupsi pada Instansi Pembina.

Penyelidik Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) berkedudukan di bawah dan bertanggung
jawab secara langsung kepada pejabat pimpinan tinggi
madya, pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat
administrator, atau pejabat pengawas yang memiliki
keterkaitan dengan pelaksanaan tugas Jabatan
Fungsional Penyelidik Tindak Pidana Korupsi.

Kedudukan  Penyelidik  Tindak  Pidana  Korupsi
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam
peta jabatan berdasarkan analisis tugas dan fungsi unit
kerja, analisis jabatan, dan analisis beban kerja yang
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.
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Pasal 3

Jabatan Fungsional Penyelidik Tindak Pidana Korupsi

merupakan jabatan karier PNS.

Bagian Kedua

Klasifikasi/Rumpun Jabatan

Pasal 4

Jabatan Fungsional Penyelidik Tindak Pidana Korupsi

termasuk dalam klasifikasi/rumpun jabatan penyidik dan
detektif.

(1)

(2)

(3)

BAB III
KATEGORI DAN JENJANG JABATAN FUNGSIONAL
PENYELIDIK TINDAK PIDANA KORUPSI

Pasal 5
Jabatan Fungsional Penyelidik Tindak Pidana Korupsi
merupakan Jabatan Fungsional kategori keahlian.
Jenjang Jabatan Fungsional Penyelidik Tindak Pidana
Korupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
a. Penyelidik Tindak Pidana Korupsi Ahli Pertama;
b. Penyelidik Tindak Pidana Korupsi Ahli Muda;
c. Penyelidik Tindak Pidana Korupsi Ahli Madya; dan
d. Penyelidik Tindak Pidana Korupsi Ahli Utama.
Jenjang pangkat untuk masing-masing Jabatan
Fungsional Penyelidik = Tindak Pidana Korupsi
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam
Lampiran III sampai dengan Lampiran V yang merupakan

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
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BAB IV
TUGAS JABATAN, UNSUR DAN SUB-UNSUR KEGIATAN,
URAIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN, DAN HASIL KERJA

Bagian Kesatu

Tugas Jabatan

Pasal 6
Tugas Jabatan Fungsional Penyelidik Tindak Pidana Korupsi
yaitu melaksanakan penyelidikan perkara tindak pidana
korupsi, serta dukungan penanganan perkara yang meliputi
koordinasi dan supervisi, penanganan dan pengelolaan
informasi dan data, pelacakan aset, pengelolaan barang bukti
dan barang rampasan, penyelenggaraan dan pengelolaan

hukum antikorupsi.

Bagian Kedua

Unsur dan Sub-unsur Kegiatan

Pasal 7
(1) Unsur kegiatan Jabatan Fungsional Penyelidik Tindak

Pidana Korupsi yang dapat dinilai Angka Kreditnya terdiri

atas:

a. pelaksanaan koordinasi dan supervisi terhadap
penanganan perkara Tindak Pidana Korupsi oleh
aparat penegak hukum (APH) lain;

b. penanganan dan pengelolaan informasi dugaan
Tindak Pidana Korupsi;

c. penyelidikan kasus dugaan Tindak Pidana Korupsi;

d. penanganan dan pengelolaan data dan informasi
pendukung terkait kasus/perkara dugaan Tindak
Pidana Korupsi;

e. pelacakan aset, pengelolaan barang bukti dan
barang rampasan; dan

f.  penyelenggaraan dan pengelolaan hukum

antikorupsi.
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(2) Sub-unsur dari unsur kegiatan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) terdiri atas:

a.

pelaksanaan koordinasi dan supervisi terhadap

penanganan perkara Tindak Pidana Korupsi oleh

aparat penegak hukum (APH) lain, meliputi:

1. pelaksanaan koordinasi penanganan perkara
Tindak Pidana Korupsi;

2. pelaksanaan supervisi dalam bentuk
pengawasan, penelitian dan  penelaahan
terhadap penanganan perkara Tindak Pidana
Korupsi;

3. pengambilalihan dan pelimpahan penanganan
perkara Tindak Pidana Korupsi; dan

4. peningkatan kemampuan Aparat Penegak
Hukum (APH) dalam penanganan perkara
Tindak Pidana Korupsi;

penanganan dan pengelolaan informasi dugaan

Tindak Pidana Korupsi, meliputi:

1. penerimaan informasi dugaan Tindak Pidana
Korupsi;

2. penelaahan dan pengumpulan informasi
dugaan Tindak Pidana Korupsi; dan

3. penentuan tindak lanjut penanganan informasi
dugaan Tindak Pidana Korupsi;

penyelidikan kasus dugaan Tindak Pidana Korupsi,

meliputi:

1. perencanaan penyelidikan kasus dugaan
Tindak Pidana Korupsi;

2. pelaksanaan penyelidikan kasus dugaan Tindak
Pidana Korupsi; dan

3. penyelesaian penyelidikan kasus dugaan Tindak
Pidana Korupsi;

penanganan dan pengelolaan data dan informasi

pendukung terkait kasus/perkara dugaan Tindak

Pidana Korupsi, meliputi:

1. analisis pengolahan informasi (information

processing analysis);
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pencarian data dan informasi secara tertutup;
pelaksanaan akuntansi forensik; dan
penanganan dan pemeriksaan barang bukti
elektronik (BBE) dengan metodologi forensik
digital dalam laboratorium,;

pelacakan aset, pengelolaan barang bukti dan

barang rampasan, meliputi:

1. pelacakan aset;

2. pengelolaan barang bukti; dan

3. pengelolaan barang rampasan; dan

penyelenggaraan dan pengelolaan hukum

antikorupsi, meliputi:

1. penyelesaian perkara secara litigasi dan
nonlitigasi;

2. penyusunan kajian hukum terkait
Pemberantasan  Tindak Pidana Korupsi
dan/atau lembaga negara yang
menyelenggarakan wurusan pemerintahan di
bidang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

3. penyusunan rumusan kebijakan hukum di
bidang antikorupsi;

4. penyampaian pendapat hukum terkait
Pemberantasan  Tindak Pidana Korupsi
dan/atau lembaga negara yang
menyelenggarakan wurusan pemerintahan di
bidang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

5. pemberian informasi hukum terkait
Pemberantasan  Tindak Pidana Korupsi
dan/atau kelembagaan lembaga negara yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di
bidang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

6. pengelolaan saksi pelaku yang bekerjasama
(justice collaborator);

7. pengelolaan perlindungan pelapor dan/atau
saksi;

8. pendataan dan analisis putusan pengadilan;
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penyediaan penasihat hukum untuk tersangka
yang tidak mampu;

pengelolaan pemberian penghargaan dalam
pencegahan dan pemberantasan tindak pidana
korupsi; dan

pengelolaan bantuan hukum terhadap
pelaksanaan tugas dan wewenang di lembaga
negara yang menyelenggarakan  urusan
pemerintahan di bidang Pemberantasan Tindak

Pidana Korupsi.

Bagian Ketiga

Uraian Kegiatan sesuai dengan Jenjang Jabatan

Pasal 8

(1) Uraian kegiatan Jabatan Fungsional Penyelidik Tindak

Pidana Korupsi sesuai dengan jenjang jabatannya,

ditetapkan dalam butir kegiatan sebagai berikut:

a. Penyelidik Tindak Pidana Korupsi Ahli Pertama,

meliputi:

1.

mengelola data surat perintah dimulainya
penyidikan (SPDP) perkara Tindak Pidana
Korupsi dan perkembangannya yang ditangani
oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia atau
Kejaksaan Republik Indonesia;

menyiapkan pengumpulan data dan informasi
terkait penanganan perkara Tindak Pidana
Korupsi yang ditangani oleh Kepolisian Negara
Republik Indonesia atau Kejaksaan Republik
Indonesia;

menyusun pemberitahuan hasil pengumpulan
data dan informasi terkait penanganan perkara
Tindak Pidana Korupsi kepada pihak terkait;
menyiapkan supervisi dalam bentuk
pengawasan/penelitian /penelaahan perkara
Tindak Pidana Korupsi yang ditangani oleh

kepolisian /kejaksaan;
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menyiapkan rapat koordinasi/gelar perkara
terkait penanganan perkara Tindak Pidana
Korupsi;

menyusun pemberitahuan hasil supervisi dalam
bentuk pengawasan, penelitian, dan/atau
penelaahan tindak pidana korupsi kepada
pimpinan Kepolisian Negara Republik Indonesia
atau Kejaksaan Republik Indonesia;

menyusun usulan pengambilalihan penanganan
perkara Tindak Pidana Korupsi yang ditangani
oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia atau
Kejaksaan Republik Indonesia;

menyiapkan serah terima penanganan perkara
Tindak Pidana Korupsi;

menyiapkan pengumpulan data dan informasi
terkait persiapan pelatihan aparat penegak
hukum (APH);

menyiapkan pelaksanaan pelatihan aparat
penegak hukum (APH);

mengumpulkan dan mengidentifikasi informasi
dugaan Tindak Pidana Korupsi;

memverifikasi dan menyusun telaahan
informasi dugaan Tindak Pidana Korupsi;
mengumpulkan dan mengidentifikasi informasi,
bahan, dan keterangan tambahan atas
informasi dugaan Tindak Pidana Korupsi;
menyusun dan merumuskan rencana
penyelidikan Tindak Pidana Korupsi;
mengidentifikasi dan mengumpulkan bukti
hasil dalam kegiatan penyelidikan Tindak
Pidana Korupsi;

menyusun laporan perkembangan penyelidikan
Tindak Pidana Korupsi;

menyusun bahan paparan untuk ekspose atau
gelar perkara hasil penyelidikan Tindak Pidana

Korupsi;



18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

13 2021, No. 1169

menyusun laporan hasil penyelidikan Tindak
Pidana Korupsi;

mengidentifikasi data kasus Tindak Pidana
Korupsi yang akan dianalisis;

mencari dan mengumpulkan data dan informasi
Tindak Pidana Korupsi dari berbagai sumber
(internal dan eksternal);

mengidentifikasi subjek dan objek Tindak
Pidana  Korupsi terkait seperti orang,
perusahaan, dan instansi;

mengolah diagram (charting) Tindak Pidana
Korupsi dengan menggunakan tools analysis;
menyusun paparan laporan akhir hasil analisis
Tindak Pidana Korupsi;

mengelola data internal dan eksternal terkait
Tindak Pidana Korupsi;

melakukan pengelolaan peralatan khusus
terkait Tindak Pidana Korupsi;

mengidentifikasi dan menyimpulkan informasi
dan data hasil penyadapan;

mengolah permintaan informasi dan data hasil
penyadapan;

menganalisis profil korporasi dan rasio
keuangan, peraturan perundang-undangan
terkait, serta proses bisnis entitas/korporasi
berdasarkan  data  hasil penggeledahan,
penyitaan dan data lain secara projustitia;
melakukan prosedur persyaratan-persyaratan
dasar yang berlaku untuk semua penanganan
dan pemeriksaan barang bukti elektronik;
melakukan prosedur-prosedur penanganan dan
pemeriksaan awal (first responder) yang meliputi
proses identifikasi, koleksi, akuisisi, dan
preservasi terhadap barang bukti elektronik
pada kegiatan diluar laboratorium
(penangkapan, penggeledahan, penyitaan,

pemeriksaan), dan didalam laboratorium
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(penanganan dan pemeriksaan barang bukti
elektronik sebelum eksaminasi dilakukan);
menerapkan operasional laboratorium sesuai
dengan pedoman jaminan mutu, yang meliputi
ketidakberpihakan (impartiality), konsistensi,
dan kompetensi, termasuk uji profisiensi,
kompetensi personel, dan verifikasi dan/atau
validasi peralatan dan metode;

menelusuri dan merangkum data dan informasi
kepemilikan aset dari sumber internal,
eksternal dan mandiri;

menggali dan mengolah informasi dan data
hasil pelacakan aset;

menguraikan analisis portofolio aset dan nilai
taksiran aset;

mengurutkan rencana kerja pelacakan aset dan
mengklasifikasikan informasi dan data awal
pelacakan aset;

menyusun dan mengolah konsep laporan hasil
pelacakan aset;

menyusun  basis data  barang titipan
penyelidikan /benda sitaan/barang titipan
penuntutan Tindak Pidana Korupsi dan tindak
pidana pencucian uang;

menyusun kodefikasi benda sitaan/barang
titipan penuntutan Tindak Pidana Korupsi dan
tindak pidana pencucian uang;

mengidentifikasi permasalahan pada barang
titipan penyelidikan /benda sitaan/barang
titipan penuntutan/barang rampasan Tindak
Pidana Korupsi dan tindak pidana pencucian
uang;

menelusuri rekam jejak perkara suatu benda
sitaan/barang bukti Tindak Pidana Korupsi dan
tindak pidana pencucian uang yang masih aktif

atau pun telah berkekuatan hukum tetap;
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mengidentifikasi klaster barang bukti dan
menyusun penomoran daftar barang bukti;
mengelola penerimaan dan pengeluaran barang
titipan penyelidikan /benda sitaan/barang
titipan penuntutan/barang rampasan Tindak
Pidana Korupsi dan tindak pidana pencucian
uang;

mengelola penyimpanan dan pengamanan atau
penitipan barang titipan penyelidikan/benda
sitaan/barang  titipan  penuntutan/barang
rampasan Tindak Pidana Korupsi dan tindak
pidana pencucian uang pada Lembaga negara
yang menyelenggarakan urusan pemerintahan
di bidang Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi;

mengelola pendokumentasian barang titipan
penyelidikan /benda sitaan/barang titipan
penuntutan Tindak Pidana Korupsi dan tindak
pidana pencucian uang;

mengelola pemeriksaan fisik/rekonsiliasi data
rutin/berkala barang titipan
penyelidikan /benda sitaan/barang titipan
penuntutan/barang rampasan Tindak Pidana
Korupsi dan tindak pidana pencucian uang;
mengolah laporan pemeliharaan dan
pengamanan pihak eksternal terkait barang
titipan penyelidikan /benda sitaan/barang
titipan penuntutan/barang rampasan yang
disimpan/dititipkan di luar lembaga negara
yang menyelenggarakan urusan pemerintahan
di bidang Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi;

menginventarisasi bahan penyusunan laporan
pengelolaan benda sitaan Tindak Pidana
Korupsi dan tindak pidana pencucian uang;
mengidentifikasi permohonan praperadilan,

gugatan perdata, gugatan tata usaha negara, uji
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materi, keberatan dan/atau penyelesaian
perkara secara litigasi dan nonlitigasi;
menyiapkan bahan, data dan informasi
penyusunan kajian hukum terkait
Pemberantasan  Tindak  Pidana Korupsi
dan/atau kelembagaan lembaga negara yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di
bidang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
mengumpulkan data sekunder dan bahan
laporan kajian hukum terkait Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi dan/atau kelembagaan
lembaga negara yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi;

menyiapkan bahan, data dan informasi terkait
perumusan kebijakan hukum di bidang
antikorupsi;

menyiapkan bahan, data dan informasi terkait
penyusunan konsep pendapat hukum terkait
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
dan/atau kelembagaan lembaga negara yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di
bidang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
menyusun laporan pendapat hukum terkait
Pemberantasan  Tindak Pidana Korupsi
dan/atau kelembagaan lembaga negara yang
menyelenggarakan wurusan pemerintahan di
bidang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
mengklasifikasi/menyiapkan bahan, data dan
informasi terkait penyusunan konsep informasi
hukum terkait pemberantasan korupsi
dan/atau kelembagaan lembaga negara yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di
bidang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
mengidentifikasi dan menyiapkan bahan, data

dan informasi terkait justice collaborator;
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mengidentifikasi permohonan dan menyiapkan
bahan, data dan informasi terkait perlindungan
saksi/pelapor;

menyusun permohonan salinan putusan
praperadilan, putusan perdata, putusan tata
usaha negara, putusan Tindak Pidana Korupsi;
mengklasifikasi dan mengidentifikasi putusan
praperadilan, putusan perdata, putusan tata
usaha negara, putusan Tindak Pidana Korupsi;
mengelola data putusan;

mengklasifikasi dan menyiapkan bahan-bahan
untuk  verifikasi permintaan  penyediaan
bantuan hukum;
mengklasifikasi/mengidentifikasi bahan, data
dan informasi terkait pelaksanaan penghargaan
pencegahan/pemberantasan tindak pidana
korupsi;

menyiapkan bahan, perlengkapan, adminstrasi,
atau informasi dan data terkait penghargaan
dalam  pencegahan/pemberantasan  tindak
pidana korupsi;

mempersiapkan dokumen, data dan informasi,
serta bukti-bukti terkait proses penyelesaian
perkara secara litigasi dan nonlitigasi termasuk
upaya hukum atas penyelesaian perkara dalam
rangka bantuan hukum; dan

mengidentifikasi permohonan bantuan atau
pendampingan hukum terkait pelaksanaan
tugas dan wewenang lembaga negara yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di

bidang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Penyelidik Tindak Pidana Korupsi Ahli Muda,

meliputi:

1.

menyusun pelaporan hasil pengumpulan data
dan informasi terkait penanganan perkara
Tindak Pidana Korupsi yang ditangani oleh

kepolisian /kejaksaan;
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menyusun usulan  penetapan  supervisi
perkara Tindak Pidana Korupsi;

menyusun pelaporan pemberian fasilitasi
penanganan perkara Tindak Pidana Korupsi
kepada kepolisian/kejaksaan;

menyusun pelaporan hasil pengumpulan data
dan informasi terkait persiapan pelaksanaan
pelatihan aparat penegak hukum (APH);
menyusun pelaporan hasil pelatihan aparat
penegak hukum (APH).

menganalisis dan merumuskan informasi
dugaan Tindak Pidana Korupsi;

menganalisis dan merumuskan telaahan
informasi dugaan Tindak Pidana Korupsi;
menganalisis dan merumuskan informasi,
bahan dan keterangan tambahan atas
informasi dugaan Tindak Pidana Korupsi;
melakukan reviu dan pembinaan hubungan
dengan sumber informasi;

melakukan pelimpahan atau penerusan
penanganan laporan dugaan Tindak Pidana
Korupsi;

melakukan pembangunan/pengembangan
Whistleblower System terintegrasi;

meneruskan penanganan pengaduan
masyarakat tentang dugaan pelanggaran
disiplin atau etik lembaga negara yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di
bidang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
melakukan penanganan laporan/pengaduan
bersama dengan aparat pengawasan intern
pemerintah (APIP);

menganalisis dan merumuskan bukti hasil
penyelidikan Tindak Pidana Korupsi;
menganalisis dan merumuskan laporan
perkembangan penyelidikan Tindak Pidana

Korupsi;
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merumuskan bahan paparan untuk ekspose
atau gelar perkara hasil penyelidikan Tindak
Pidana Korupsi;

memaparkan kasus pada ekspose atau gelar
perkara hasil penyelidikan Tindak Pidana
Korupsi;

menganalisis dan merumuskan laporan hasil
penyelidikan Tindak Pidana Korupsi;
melaksanakan  kegiatan  lanjutan  atas
penyelesaian penyelidikan Tindak Pidana
Korupsi;

menyusun dan memaparkan laporan singkat
data awal Tindak Pidana Korupsi yang
dianalisis;

mendiagnosis aspek-aspek Tindak Pidana
Korupsi yang akan dianalisis;

menyusun kronologi kasus Tindak Pidana
Korupsi;

menganalisis pola kecurangan dan memetakan
hubungan keterkaitan (cross nexus analysis)
terkait Tindak Pidana Korupsi;

menyusun laporan akhir hasil analisis Tindak
Pidana Korupsi;

memeriksa paparan laporan akhir hasil
analisis Tindak Pidana Korupsi;

mengaudit lawfull interception dan mutu
internal,

mengidentifikasi subjek seperti orang, rumah,
kantor, perusahaan, atau aset secara tertutup;
mengobservasi dan memantau
aktivitas /kegiatan subjek (surveillance);
memeriksa dan mengukur sumber daya untuk
memenuhi permintaan ikhtisar dan transkrip;
menganalisis red flag Tindak Pidana Korupsi
dan/atau Tindak Pidana Pencucian Uang
perbuatan melawan hukum dan

penyimpangan terhadap peraturan
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berdasarkan data hasil penggeledahan,
penyitaan dan data lain secara projustitia;
menganalisis aliran uang terkait dugaan
Tindak Pidana Korupsi dan/atau Tindak
Pidana Pencucian Uang berdasarkan data
hasil penggeledahan, penyitaan dan data lain
secara projustitia;

menganalisis sumber uang suap, anomali
transaksi keuangan dan skema akuntansi
yang  digunakan untuk = menyamarkan
transaksi yang diduga Tindak Pidana Korupsi
dan/atau Tindak Pidana Pencucian Uang,
menghitung dugaan kerugian keuangan
negara, dan mengidentifikasi keuntungan yang
diperoleh korporasi secara melawan hukum
terkait dugaan Tindak Pidana Korupsi
berdasarkan data hasil penggeledahan,
penyitaan dan data lain secara projustitia;
memeriksa dan menganalisis barang bukti
elektronik menggunakan prosedur-prosedur
penanganan dan pemeriksaan pada level
teknis untuk memenuhi permohonan layanan
ekstraksi/akuisisi data elektronik sesuai
dengan metodologi forensik digital;

memeriksa dan menyelidiki (search, find, tag,
bookmark) informasi dan/atau dokumen
elektronik dari hasil ekstraksi/akuisisi data
elektronik melalui sistem investigatif reviu;
memeriksa dan menganalisis barang bukti
elektronik dan/atau salinan utama forensik
digital (master copy) menggunakan prosedur-
prosedur penanganan dan pemeriksaan pada
level teknis untuk memenuhi permohonan
layanan penghapusan data elektronik sesuai
putusan  pengadilan (eksekusi putusan

pengadilan);
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memeriksa dan menyusun saran atas
rancangan anggaran dan biaya yang
dibutuhkan dalam rencana kegiatan;
memeriksa dan memberikan saran atas
rencana kerja pelacakan asset;

memeriksa dan  mengarahkan  analisis
portofolio aset;

menganalisis kesesuaian perolehan aset
dengan tempus perkara;

menganalisis profil dan gaya hidup atas
terperiksa tersangka, terdakwa, terpidana,
keluarga dan pihak terkait lainnya;

menyusun rencana awal dengan pengguna
layanan berupa ruang lingkup pelacakan aset
yang akan dilakukan;

mereviu dan mengarahkan penyusunan dan
pengolahan  informasi dan data hasil
pelacakan asset;

mereviu dan mengarahkan proses
pemutakhiran kertas kerja pelacakan aset
(KKPA);

mereviu bahan dan berkoordinasi dengan level
middle management di lembaga/institusi
terkait baik di dalam maupun luar negeri;
mereviu konsep laporan hasil pelacakan asset;
merencanakan kegiatan pengelolaan barang
bukti/barang  titipan  penyelidikan/benda
sitaan/barang titipan penuntutan/barang
rampasan Tindak Pidana Korupsi dan tindak
pidana pencucian uang;

memvalidasi fisik barang titipan
penyelidikan/benda  sitaan/barang titipan
penuntutan Tindak Pidana Korupsi dan tindak
pidana pencucian uang terhadap dokumen
administrasi barang titipan

penyelidikan/benda  sitaan/barang titipan
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penuntutan Tindak Pidana Korupsi dan tindak
pidana pencucian uang;

mengklasifikasikan barang titipan
penyelidikan/benda  sitaan/barang titipan
penuntutan Tindak Pidana Korupsi dan tindak
pidana pencucian uang;

melakukan taksir nilai benda sitaan/barang
titipan penuntutan Tindak Pidana Korupsi dan
tindak pidana pencucian uang;

memverifikasi keaslian barang titipan
penyelidikan/benda  sitaan/barang titipan
penuntutan Tindak Pidana Korupsi dan tindak
pidana pencucian uang;

menganalisis hasil identifikasi permasalahan
pada barang titipan penyelidikan/benda
sitaan/barang titipan penuntutan/barang
rampasan Tindak Pidana Korupsi dan tindak
pidana pencucian uang;

mereviu hasil penelusuran rekam jejak
perkara suatu benda sitaan/barang bukti
Tindak Pidana Korupsi dan tindak pidana
pencucian uang yang masih aktif atau yang
telah berkekuatan hukum tetap;

mereviu hasil identifikasi klaster barang bukti
dan penomoran daftar barang bukti;

mengelola penyimpanan dan pengamanan
atau penitipan barang titipan
penyelidikan/benda  sitaan/barang titipan
penuntutan/barang rampasan Tindak Pidana
Korupsi dan tindak pidana pencucian uang di
luar lingkungan lembaga negara yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di
bidang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
mengelola perawatan rutin/berkala dan/atau
perbaikan barang titipan penyelidikan/benda

sitaan/barang titipan penuntutan/barang



56.

57.

58.

59.

60.

ol.

62.

63.

64.

3. 2021, No. 1169

rampasan Tindak Pidana Korupsi dan tindak
pidana pencucian uang;

menganalisis pemeliharaan dan pengamanan
barang titipan penyelidikan /benda
sitaan/barang titipan penuntutan/barang
rampasan yang disimpan/dititipkan di luar
lingkungan lembaga negara yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di
bidang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
menganalisis dan menelaah amar putusan
pengadilan berkekuatan hukum tetap atas
barang bukti Tindak Pidana Korupsi dan
tindak pidana pencucian uang;

menyusun laporan pengelolaan benda sitaan
Tindak Pidana Korupsi dan tindak pidana
pencucian uang;

menyusun dan mengolah penaksiran mandiri
atas barang rampasan;

mengidentifikasi dan mengolah laporan
potensi denda dan uang pengganti yang tidak
tertagih serta barang rampasan yang tidak
dapat dieksekusi;

menyusun dan mengolah informasi terkait
asset recovery berdasarkan putusan
pengadilan yang telah memperoleh kekuatan
hukum tetap;

menyusun dan mengolah data pidana badan,
pidana denda, pidana tambahan uang
pengganti dan pencabutan hak politik, biaya
perkara serta putusan peninjauan kembali;
mengidentifikasi dan menyusun  sistem
visualisasi data atas pidana badan, uang dan
barang bukti yang dikembalikan, barang bukti
terlampir dan asset recovery;

menyusun dan mengolah data barang

persediaan rampasan pada aplikasi;
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mengidentifikasi dan menyusun data ekspirasi
terpidana Tindak Pidana Korupsi;
mengidentifikasi dan mengolah data barang
rampasan yang belum dilakukan penilaian
dan lelang;

menyusun data atas tanggapan hasil audit
internal dan eksternal,

menyusun dan mengolah dukungan eksekusi;
mempersiapkan bahan, data dan informasi
termasuk bukti-bukti terkait proses
penyelesaian perkara secara litigasi dan
nonlitigasi serta upaya  hukum  atas
penyelesaian perkara;

menyusun dokumen berkas persidangan;
menyusun analisa/laporan penyelesaian
perkara secara litigasi dan nonlitigasi;
menyusun telaahan kajian hukum;

menyusun proposal penelitian kajian hukum;
melakukan wawancara dengan narasumber
melalui diskusi kelompok
terpumpun/seminar;

mengolah data hasil kajian hukum terkait
pemberantasan korupsi dan/atau
kelembagaan lembaga negara yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di
bidang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
menyusun laporan kajian hukum terkait
pemberantasan korupsi dan/atau
kelembagaan lembaga negara yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di
bidang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
menyusun rumusan kebijakan hukum di
bidang antikorupsi;

melakukan diseminasi terkait kebijakan di
bidang antikorupsi;

menyusun pendapat hukum terkait

pemberantasan korupsi dan/atau
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kelembagaan lembaga negara yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di

bidang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

menyusun informasi hukum terkait
pemberantasan korupsi dan/atau
kelembagaan lembaga negara yang

menyelenggarakan urusan pemerintahan di
bidang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
menyusun laporan informasi hukum terkait
Pemberantasan Tindak Pidana  Korupsi
dan/atau kelembagaan lembaga negara yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di
bidang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
menyusun telaah/analisis hukum terkait
justice collaborator;

menyusun berkas keputusan (beschikking)
justice collaborator;

menyusun dokumen pelaksanaan
perlindungan saksi/pelapor;

menyusun analisis terhadap permohonan
perlindungan saksi/pelapor;

menyusun permohonan bantuan personil
pengamanan terkait pelaksanaan
perlindungan saksi/pelapor;

menyusun laporan pelaksanaan perlindungan
saksi/pelapor;

menyusun analisis putusan praperadilan,
putusan perdata, putusan tata usaha negara,
putusan Tindak Pidana Korupsi;

menyusun dokumen untuk penyediaan
penasihat hukum;

melaksanakan verifikasi permintaan
penyediaan dan menyusun laporan hasil
verifikasi penasihat hukum;

mengolah data/informasi, menyusun analisis

terkait penghargaan dalam
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pencegahan/pemberantasan tindak pidana
korupsi;

menyusun analisis dan laporan pelaksanaan
bantuan atau pendampingan dalam proses
terkait pelaksanaan tugas dan wewenang
lembaga negara yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; dan
sosialisasi dan menyusun materi/laporan
sosialisasi terkait pemberian penghargaan
dalam pencegahan/Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi;

melakukan bantuan atau pendampingan
dalam proses hukum terkait pelaksanaan
tugas dan wewenang lembaga negara yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di

bidang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

c. Penyelidik Tindak Pidana Korupsi Ahli Madya,

meliputi:

1.

menyusun rencana pengumpulan data dan
informasi terkait penanganan perkara Tindak
Pidana Korupsi yang ditangani oleh Kepolisian
Negara Republik Indonesia/Kejaksaan Republik
Indonesia;

melakukan pengumpulan data dan informasi
terkait penanganan perkara Tindak Pidana
Korupsi yang ditangani oleh Kepolisian Negara
Republik Indonesia/Kejaksaan Republik
Indonesia;

menyusun perencanaan supervisi dalam bentuk
pengawasan/penelitian /penelaahan perkara

Tindak Pidana Korupsi yang ditangani oleh

Kepolisian Negara Republik
Indonesia/Kejaksaan Republik Indonesia;

melakukan supervisi dalam bentuk
pengawasan/penelitian /penelaahan perkara

Tindak Pidana Korupsi yang ditangani oleh
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Kepolisian Negara Republik
Indonesia/Kejaksaan Republik Indonesia;
melakukan gelar perkara terkait penanganan
perkara Tindak Pidana Korupsi;

menyusun pelaporan hasil gelar perkara terkait
penanganan perkara Tindak Pidana Korupsi;
melakukan analisis permintaan fasilitasi
penanganan perkara Tindak Pidana Korupsi
dari Kepolisian Negara Republik
Indonesia/Kejaksaan Republik Indonesia;
memberikan fasilitasi penanganan perkara
Tindak Pidana Korupsi kepada Kepolisian
Negara Republik Indonesia/Kejaksaan Republik

Indonesia;
menyusun perencanaan
pengambilalihan /pelimpahan penanganan

perkara Tindak Pidana Korupsi;

melakukan telaah terhadap perkembangan
penanganan perkara Tindak Pidana Korupsi
yang ditangani oleh kepolisian/kejaksaan;
melakukan serah terima penanganan perkara
Tindak Pidana Korupsi;

menyusun pelaporan
pengambilalihan/pelimpahan penanganan
perkara Tindak Pidana Korupsi;

menyusun perencanaan pelatihan aparat
penegak hukum (APH);

melakukan pengumpulan data dan informasi
terkait persiapan pelatihan aparat penegak
hukum (APH);

melaksanakan pelatihan aparat penegak
hukum (APH);

mereviu dan mengevaluasi informasi dugaan
tindak pidana korupsi;

mengevaluasi telaahan informasi Tindak Pidana

Korupsi;
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mereviu dan mengevaluasi informasi, bahan
dan keterangan tambahan atas informasi
dugaan Tindak Pidana Korupsi;

mereviu laporan pembangunan/pengembangan
whistleblowing system (WBS) terintegrasi;
mereviu penanganan laporan/pengaduan
bersama dengan aparat pengawasan intern
pemerintah (APIP);

mengevaluasi rencana penyelidikan Tindak
Pidana Korupsi,

mengevaluasi bukti hasil penyelidikan Tindak
Pidana Korupsi yang sudah dianalisis;
mengevaluasi laporan perkembangan
penyelidikan Tindak Pidana Korupsi;
mengevaluasi bahan paparan untuk ekspose
atau gelar perkara hasil penyelidikan Tindak
Pidana Korupsi;

mengevaluasi laporan hasil penyelidikan Tindak
Pidana Korupsi;

memeriksa laporan akhir hasil analisis Tindak
Pidana Korupsi;

memaparkan laporan hasil pengumpulan
informasi dan analisis Tindak Pidana Korupsi
ke unit kerja terkait;

memverifikasi permintaan dan
mendistribusikan kegiatan pencarian informasi
dan data lapangan;

menilai  kelengkapan dasar surat izin
penyadapan dan dokumen = penghentian
penyadapan, dan memutuskan pelaksanaan
permintaan dan penghentian penyadapan;
merencanakan dan mengarahkan kegiatan
analisis akuntansi forensik/perhitungan
kerugian keuangan negara (PKKN)/pemberian
keterangan ahli (PKA)/audit investigasi melalui
audit program/rencana analisis akuntansi

forensik/perhitungan kerugian keuangan
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negara (PKKN)/pemberian keterangan ahli
(PKA)/audit investigasi;

memvalidasi dan melakukan penjaminan mutu
atas proses analisis keseluruhan;

merangkum dan melakukan sintesis seluruh
kertas kerja analisis parsial kedalam simpulan
hasil analisis serta membuat pelaporan hasil
analisis akuntansi forensik/perhitungan
kerugian keuangan negara (PKKN)/pemberian
keterangan ahli (PKA)/audit investigatif;
menangani dan memperbaiki barang bukti
elektronik dengan kondisi khusus (rusak,
dan/atau akses terkunci) untuk memenuhi
permohonan layanan perbaikan, recovery data
dan/atau ekstraksi/akuisisi data elektronik;
memeriksa dan menganalisis hasil proses
ekstraksi/akuisisi data elektronik dari barang
bukti elektronik menggunakan prosedur-
prosedur penanganan dan pemeriksaan pada
level ahli dalam rangka memberi pertimbangan
atau opini pendapat ahli;

mengendalikan, dan mengevaluasi operasional
laboratorium sesuai dengan pedoman jaminan
mutu, yang meliputi ketidakberpihakan
(impartiality), konsistensi, dan kompetensi,
termasuk uji profisiensi, kompetensi personel,
dan verifikasi dan/atau validasi peralatan dan
metode;

menyusun pertimbangan dan memvalidasi
kegiatan penelusuran informasi dan data terkait
kepemilikan asset;

Menyusun pertimbangan dan memvalidasi
rencana kegiatan pelacakan aset;

memvalidasi analisis portfolio aset;

memvalidasi konsep laporan hasil pelacakan

aset;
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memvalidasi  pemutakhiran  kertas kerja
pelacakan aset (KKPA);

memvalidasi penyusunan dan pengolahan
informasi dan data portfolio kepemilikan asset;
merekomendasikan bahan-bahan koordinasi
dengan pihak-pihak terkait di level upper
management baik di dalam maupun di luar
negeri;

merekomendasikan  pencarian data dan
informasi melalui informan;

memproyeksikan dampak-dampak
permasalahan pada barang titipan
penyelidikan /benda sitaan/barang titipan
penuntutan/barang rampasan Tindak Pidana
Korupsi dan tindak pidana pencucian uang;
mengevaluasi rangkaian kegiatan pengelolaan
barang titipan penyelidikan/benda
sitaan/barang titipan penuntutan/barang
rampasan Tindak Pidana Korupsi dan tindak
pidana pencucian uang;

memverifikasi dan memvalidasi penaksiran
mandiri atas barang rampasan;

memverifikasi dan memvalidasi laporan potensi
denda dan uang pengganti yang tidak tertagih
serta barang rampasan yang tidak dapat
dieksekusi;

memverifikasi dan memvalidasi informasi
terkait asset recovery berdasarkan putusan
pengadilan yang telah memperoleh kekuatan
hukum tetap;

menganalisis data pidana badan, pidana denda,
pidana tambahan uang pengganti dan
pencabutan hak politik, biaya perkara serta
putusan peninjauan kembali;

mengevaluasi sistem visualisasi data atas

pidana badan, uang dan barang bukti yang
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dikembalikan, barang bukti terlampir dan asset
recovery;

memverifikasi dan memvalidasi data barang
persediaan rampasan pada aplikasi;
memverifikasi data ekspirasi terpidana Tindak
Pidana Korupsi;

menganalisis dan mengevaluasi data barang
rampasan yang belum dilakukan penilaian dan
lelang;

mengevaluasi data atas tanggapan hasil audit
internal dan eksternal;

menganalisis dan memvalidasi dukungan
eksekusi;

mereviu dokumen berkas persidangan;

mereviu analisa atau laporan penyelesaian
perkara secara litigasi dan nonlitigasi;

mereviu telaahan kajian hukum terkait
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
dan/atau kelembagaan lembaga negara yang
menyelenggarakan wurusan pemerintahan di
bidang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
mereviu  proposal kajian hukum terkait
Pemberantasan  Tindak Pidana Korupsi
dan/atau kelembagaan lembaga negara yang
menyelenggarakan wurusan pemerintahan di
bidang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
mereviu hasil pengolahan data kajian hukum
terkait Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
dan/atau kelembagaan lembaga negara yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di
bidang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
mereviu laporan kajian hukum  terkait
Pemberantasan  Tindak Pidana Korupsi
dan/atau kelembagaan lembaga negara yang
menyelenggarakan wurusan pemerintahan di

bidang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
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melakukan reviu rumusan kebijakan hukum di
bidang antikorupsi;

mereviu pendapat hukum terkait
Pemberantasan  Tindak  Pidana Korupsi
dan/atau kelembagaan lembaga negara yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di
bidang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
menyediakan informasi hukum terkait
pemberantasan korupsi dan/atau kelembagaan
lembaga negara yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi;

mereviu informasi hukum terkait
Pemberantasan  Tindak Pidana Korupsi
dan/atau kelembagaan lembaga negara yang
menyelenggarakan wurusan pemerintahan di
bidang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
mereviu telaah/analisis hukum terkait justice
collaborator;

mereviu berkas justice collaborator;

mereviu dokumen pelaksanaan perlindungan
saksi/pelapor;

melaksanakan verifikasi terhadap permohonan
perlindungan saksi/pelapor;

mereviu analisis terhadap permohonan

perlindungan saksi/pelapor;

melaksanakan pemberian perlindungan
saksi/pelapor;
mereviu laporan pelaksanaan perlindungan

saksi/pelapor;

mereviu hasil analisa putusan praperadilan,
putusan perdata, putusan tata usaha negara,
putusan Tindak Pidana Korupsi;

mereviu dokumen untuk penyediaan penasihat
hukum;

mereviu laporan hasil verifikasi penasihat

hukum;
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meriviu materi/laporan  sosialisasi terkait
pemberian penghargaan dalam pencegahan/
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

meriviu analisis terkait pemberian penghargaan
dalam  pencegahan/pemberantasan  tindak
pidana korupsi;

memvalidasi atau verifikasi terkait penghargaan
dalam pencegahan dan Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi; dan

meriviu analisis pelaksanaan bantuan atau
pendampingan dalam proses hukum terkait
pelaksanaan tugas dan wewenang lembaga
negara yang menyelenggarakan  urusan
pemerintahan di bidang Pemberantasan Tindak

Pidana Korupsi; dan

Penyelidik Tindak Pidana Korupsi Ahli Utama,

meliputi:

1.

melakukan pemantauan (monitoring) dan
evaluasi kegiatan pengumpulan data dan
informasi terkait dengan penanganan perkara
Tindak Pidana Korupsi yang ditangani oleh
kepolisian /kejaksaan;

melakukan pemantauan (monitoring) dan
evaluasi pelaksanaan supervisi dalam bentuk
pengawasan/penelitian /penelaahan
penanganan perkara Tindak Pidana Korupsi;
melakukan pemantauan (monitoring) dan
evaluasi pelaksanaan
pengambilalihan/pelimpahan penanganan
perkara Tindak Pidana Korupsi;

melakukan pemantauan pelaksanaan pelatihan
aparat penegak hukum (APH);

mengembangkan  efektivitas dan  efisiensi
pelaksanaan  penyelidikan Tindak Pidana
Korupsi;

menelaah  permintaan analisis akuntansi

forensik/perhitungan kerugian keuangan
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negara (PKKN)/pemberian keterangan ahli
(PKA)/audit investigasi dan memberi
pertimbangan  kesesuaian ruang lingkup
permintaan analisis dengan kriteria dan skala
prioritas penanganan perkara Komisi
Pemberantasan Korupsi;

merumuskan rekomendasi kepada pemangku
kepentingan (stakeholder) berdasarkan
hasil/putusan perkara secara litigasi dan non-
litigasi;

melakukan evaluasi laporan kajian hukum
terkait Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
dan/atau kelembagaan lembaga negara yang
menyelenggarakan wurusan pemerintahan di
bidang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
merumuskan  kebijakan = strategis dalam
penyusunan, pelaksanaan, terkait kebijakan di
bidang antikorupsi;

mengevaluasi kebijakan di bidang antikorupsi;
mengkomunikasikan kebijakan di bidang
antikorupsi kepada para pemangku
kepentingan;

mengevaluasi pemberian informasi hukum
terkait pemberantasan korupsi dan/atau
kelembagaan lembaga negara yang
menyelenggarakan wurusan pemerintahan di
bidang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
mengevaluasi sistem dan prosedur serta
penyusunan telaah/analisis hukum terkait
justice collaborator;

mengevaluasi pelaksanaan kegiatan
perlindungan saksi/pelapor;

mengembangkan modul penggunaan aplikasi
pengelolaan data  putusan  praperadilan,
putusan perdata, putusan tata usaha negara,

putusan Tindak Pidana Korupsi;
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mengevaluasi sistem dan prosedur inventarisasi
putusan  praperadilan, putusan perdata,
putusan tata usaha negara, putusan Tindak
Pidana Korupsi,

mengevaluasi dan mengimprovisasi
pelaksanaan penyediaan penasihat hukum
untuk tersangka tidak mampu;

melakukan koreksi dan evaluasi kegiatan,
sistem dan prosedur pemberian penghargaan
dalam rangka pencegahan dan Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi;

menyusun rekomendasi terkait proses
pemberian penghargaan dalam rangka
pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi kepada  pemangku  kepentingan
(stakeholder) dan melakukan penilaian
kandidat/calon penerima penghargaan;
merancang dan mengembangkan sistem dan
strategi dalam pemberian penghargaan dalam
rangka pencegahan dan pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi;

merumuskan rekomendasi dan policy brief
dalam pemberian penghargaan dalam rangka
pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi;

mengevaluasi pelaksanaan kegiatan batuan
atau pendampingan terkait pelaksanaan tugas
dan wewenang lembaga negara  yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di

bidang Tindak Pidana Korupsi.

Penyelidik Tindak Pidana Korupsi yang melaksanakan

kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan

nilai Angka Kredit tercantum dalam Lampiran I yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan

Menteri ini.

Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian uraian kegiatan

masing-masing jenjang Jabatan Fungsional Penyelidik
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Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) diatur dalam peraturan Pimpinan lembaga negara

yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Bagian Keempat

Hasil Kerja

Pasal 9

Hasil Kerja Jabatan Fungsional Penyelidik Tindak Pidana

Korupsi sesuai dengan jenjang jabatan, sebagai berikut:

a. Penyelidik Tindak Pidana Korupsi Ahli Pertama, meliputi:

1.

data surat perintah dimulainya penyidikan (SPDP)
dan perkembangan penanganan perkara Tindak
Pidana Korupsi yang ditangani oleh Kepolisian
Negara Republik Indonesia atau Kejaksaan Republik
Indonesia;

surat koordinasi data surat perintah dimulainya
penyidikan (SPDP)/pengaduan
masyarakat/instansi/lembaga terkait penanganan
perkara Tindak Pidana Korupsi;

nota Dinas/surat pemberitahuan hasil pengumpulan
data dan informasi penanganan perkara Tindak
Pidana Korupsi;

surat permintaan kronologis/perkembangan
penanganan perkara Tindak Pidana Korupsi;

nota dinas, surat undangan, surat permintaan
pendampingan kepada kepolisian/kejaksaan;

surat Pemberitahuan hasil supervisi dalam bentuk
pengawasan/penelitian /penelaahan penanganan
perkara Tindak Pidana Korupsi kepada pimpinan
Kepolisian Negara Republik Indonesia atau
Kejaksaan Republik Indonesia;

nota dinas usulan pengambilalihan penanganan
perkara Tindak Pidana Korupsi yang ditangani oleh
Kepolisian  Negara Republik Indonesia atau

Kejaksaan Republik Indonesia;
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dokumen serah terima penanganan perkara Tindak
Pidana Korupsi;

dokumen pengumpulan data dan informasi terkait
persiapan pelatihan aparat penegak hukum (APH);
dokumen pelaksanaan pelatihan aparat penegak
hukum (APH);

dokumen penerimaan informasi dugaan tindak
pidana korupsi;

dokumen penelaahan informasi dugaan tindak
pidana korupsi;

laporan hasil pengumpulan dan identifikasi
informasi, bahan, dan keterangan tambahan atas
informasi dugaan tindak pidana korupsi;

dokumen rencana penyelidikan tindak pidana
korupsi;

dokumen identifikasi dan pengumpulan bukti dalam
kegiatan penyelidikan Tindak Pidana Korupsi;
laporan perkembangan penyelidikan Tindak Pidana
Korupsi;

bahan paparan ekspose atau gelar perkara hasil
penyelidikan tindak pidana korupsi;

laporan hasil penyelidikan dan/atau laporan
kejadian Tindak Pidana Korupsi;

dokumen hasil identifikasi data kasus Tindak Pidana
Korupsi;

dokumen/kertas kerja data dan informasi Tindak
Pidana Korupsi dari berbagai sumber internal dan
eksternal,

laporan profil subjek dan objek Tindak Pidana
Korupsi terkait seperti orang, perusahaan, dan
instansi;

dokumen charting Tindak Pidana Korupsi dengan
menggunakan tools analysis;

bahan paparan laporan akhir hasil analisis Tindak
Pidana Korupsi;

dokumen (log register) data internal dan eksternal

terkait Tindak Pidana Korupsi;
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dokumen pengelolaan peralatan khusus terkait
Tindak Pidana Korupsi;

dokumen hasil penyadapan;

dokumen pengolahan hasil penyadapan;

kertas kerja analisis profil korporasi dan rasio
keuangan, peraturan perundang-undangan terkait,
serta proses bisnis entitas/korporasi berdasarkan
data hasil penggeledahan, penyitaan dan data lain
secara projustitia;

formulir dan dokumen yang diwajibkan sesuai
dengan persyaratan-persyaratan yang tercantum
dalam panduan jaminan jutu (PJM) dan prosedur
yang berlaku di laboratorium;

formulir dan dokumen yang diwajibkan dalam
penanganan dan pemeriksaan awal (first responder)
sesuai dengan  persyaratan-persyaratan yang
tercantum dalam panduan jaminan mutu (PJM) dan
prosedur yang berlaku di laboratorium;

dokumen, kertas kerja, dan laporan terkait
operasional laboratorium;

dokumen kertas kerja pelacakan aset dari sumber
internal, eksternal dan mandiri;

dokumen kertas kerja informasi dan data pelacakan
aset;

laporan analisis data portofolio aset dan nilai
taksiran aset;

dokumen rencana kerja pelacakan aset dan
mengklasifikasikan informasi dan data awal
pelacakan aset;

laporan penyusunan dan pengolahan konsep
pelacakan aset;

basis data barang titipan penyelidikan/benda
sitaan/barang titipan penuntutan Tindak Pidana
Korupsi dan tindak pidana pencucian uang;

data kodefikasi benda sitaan/barang titipan
penuntutan Tindak Pidana Korupsi dan tindak

pidana pencucian uang;
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dokumen hasil identifikasi permasalahan pada
barang titipan penyelidikan/benda sitaan/barang
titipan penuntutan Tindak Pidana Korupsi dan
tindak pidana pencucian uang;

data penelusuran rekam jejak perkara suatu benda
sitaan/barang bukti Tindak Pidana Korupsi dan
tindak pidana pencucian uang yang masih aktif atau
pun telah berkekuatan hukum tetap;

data klaster dan nomor barang bukti untuk berkas
perkara;

data/dokumen penerimaan dan pengeluaran barang
titipan penyelidikan/benda sitaan/barang titipan
penuntutan/barang rampasan Tindak Pidana
Korupsi dan tindak pidana pencucian uang;

data hasil penyimpanan barang titipan
penyelidikan /benda sitaan/barang titipan
penuntutan/barang rampasan Tindak Pidana
Korupsi dan tindak pidana pencucian uang pada
ruang barang bukti atau tempat lainnya pada
Lembaga negara yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi;

metadata dokumentasi barang titipan
penyelidikan /benda sitaan/barang titipan
penuntutan Tindak Pidana Korupsi dan tindak
pidana pencucian uang dengan alih nama sesuai
kodefikasi atau nomor barang bukti berkas perkara;
data/dokumen  terkait kegiatan pemeriksaan
fisik/rekonsiliasi data rutin/berkala barang titipan
penyelidikan /benda sitaan/barang titipan
penuntutan/barang rampasan Tindak Pidana
Korupsi dan tindak pidana pencucian uang;
data/dokumen hasil pengolahan laporan
pemeliharaan dan pengamanan barang titipan
penyelidikan /benda sitaan/barang titipan
penuntutan/barang rampasan yang

disimpan/dititipkan di luar lembaga negara yang
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menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pada basis
data;

data/dokumen bahan penyusunan laporan
pengelolaan benda sitaan Tindak Pidana Korupsi
dan tindak pidana pencucian uang;

dokumen permohonan  praperadilan, gugatan
perdata, gugatan tata usaha negara, uji materi,,
keberatan dan/atau penyelesaian perkara secara
litigasi dan nonlitigasi;

bahan pendapat hukum berupa data dan informasi
penyusunan kajian hukum terkait Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi dan/atau kelembagaan
lembaga negara yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi;

data sekunder dan bahan laporan kajian hukum
terkait Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
dan/atau kelembagaan lembaga negara yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

bahan perumusan kebijakan di bidang antikorupsi;
bahan, data dan informasi terkait penyusunan
konsep pendapat hukum terkait Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi dan/atau kelembagaan
lembaga negara yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi;

laporan atas penyusunan pendapat hukum terkait
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan/atau
kelembagaan lembaga negara yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

dokumen penyusunan konsep informasi hukum
terkait pemberantasan korupsi dan/atau

kelembagaan lembaga negara yang
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menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

dokumen identifikasi dan penyiapan bahan, data
dan informasi terkait justice collaborator;

dokumen identifikasi permohonan dan penyiapan
bahan, data dan informasi terkait perlindungan
saksi/oelapor;

pendataan dan analisis putusan pengadilan;
dokumen klasifikasi dan identifikasi putusan
praperadilan, putusan perdata, putusan tata usaha
negara, putusan Tindak Pidana Korupsi;

dokumen pengelolaan data putusan;

dokumen permintaan penyediaan bantuan hukum;
laporan klasifikasi/identifikasi bahan, data dan
informasi terkait pelaksanaan penghargaan dalam
pencegahan dan pemberantasan tindak pidana
korupsi;

dokumen laporan, notulen kegiatan, kerangka acuan
kerja/term of reference kegiatan terkait penghargaan
dalam Pencegahan /pemberantasan tindak pidana
korupsi;

dokumen proses penyelesaian perkara secara litigasi
dan nonlitigasi termasuk upaya hukum atas
penyelesaian perkara dalam rangka bantuan
hukum; dan

dokumen permohonan bantuan atau pendampingan
hukum terkait pelaksanaan tugas dan wewenang
lembaga negara yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang Pemberantasan Tindak

Pidana Korupsi;

Penyelidik Tindak Pidana Korupsi Ahli Muda, meliputi:

1.

2.

nota dinas laporan hasil pengumpulan data dan
informasi penanganan perkara Tindak Pidana
Korupsi;

nota dinas dan Surat Penetapan Supervisi;
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nota dinas laporan kegiatan fasilitasi penanganan
perkara Tindak Pidana Korupsi kepada
kepolisian /kejaksaan;

nota dinas laporan kegiatan pengumpulan data dan
informasi terkait persiapan pelatihan aparat
penegak hukum (APH);

nota dinas pelaporan kegiatan pelatihan aparat
penegak hukum (APH);

dokumen penerimaan informasi dugaan tindak
pidana korupsi;

dokumen penelaahan informasi dugaan tindak
pidana korupsi;

laporan hasil pengumpulan informasi, bahan, dan
keterangan tambahan atas informasi dugaan
tindak pidana korupsi;

laporan hasil kegiatan reviu dan pembinaan
hubungan dengan sumber informasi;

surat pelimpahan atau penerusan penanganan
laporan dugaan Tindak Pidana Korupsi;

laporan hasil kegiatan pembangunan/
pengembangan Whistleblower System Terintegrasi;
surat elpimpahan atau penerusan penanganan
pengaduan masyarakat tentang dugaan
pelanggaran disiplin atau etik lembaga negara yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

laporan hasil kegiatan penanganan
laporan/pengaduan  bersama dengan  aparat
pengawasan intern pemerintah (APIP);

surat perintah penyelidikan;

laporan perkembangan penyelidikan;

bahan paparan untuk ekspose atau gelar perkara
hasil penyelidikan tindak pidana korupsi;

notulen ekspose atau gelar perkara hasil
penyelidikan tindak pidana korupsi;

laporan hasil penyelidikan dan/atau laporan

kejadian tindak pidana korupsi;
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notulen, berita acara, surat tanda penerimaan
dokumen kegiatan lanjutan atas penyelesaian
penyelidikan tindak pidana korupsi;

laporan dan paparan bahan awal Tindak Pidana
Korupsi hasil analisis;

dokumen hasil diagnosis analisis aspek-aspek
Tindak Pidana Korupsi yang akan dianalisis
laporan kronologi kasus Tindak Pidana Korupsi;
laporan hasil analisis pola kecurangan dan
memetakan hubungan keterkaitan (cross nexus
analysis) terkait Tindak Pidana Korupsi;

laporan akhir hasil analisis Tindak Pidana Korupsi;
bahan paparan dan laporan akhir hasil analisis
Tindak Pidana Korupsi;

laporan hasil audit lawfull interception dan mutu
internal;

laporan hasil identifikasi lapangan;

laporan observasi lapangan;

dokumen kaji ulang permintaan ikhtisar dan
transkrip;

kertas kerja menganalisis red flag Tindak Pidana
Korupsi dan/atau Tindak Pidana Pencucian Uang
perbuatan melawan hukum dan penyimpangan
terhadap peraturan berdasarkan data hasil
penggeledahan, penyitaan dan data lain secara
projustitia;

kertas kerja menganalisis aliran uang terkait
dugaan Tindak Pidana Korupsi dan/atau Tindak
Pidana Pencucian Uang berdasarkan data hasil
penggeledahan, penyitaan dan data lain secara
projustitia;

kertas kerja menganalisis sumber uang suap,
anomali transaksi keuangan dan skema akuntansi
yang digunakan untuk menyamarkan transaksi
yang diduga Tindak Pidana Korupsi dan/atau
Tindak Pidana Pencucian Uang, menghitung

dugaan  kerugian  keuangan = negara, dan
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mengidentifikasi keuntungan yang diperoleh
korporasi secara melawan hukum terkait dugaan
Tindak Pidana Korupsi berdasarkan data hasil
penggeledahan, penyitaan dan data lain secara
projustitia;

formulir dan dokumen yang diwajibkan dalam
penanganan dan pemeriksaan awal (first responder)
sesuai dengan persyaratan-persyaratan yang
tercantum dalam panduan jaminan mutu (PJM)
dan prosedur yang berlaku di laboratorium;
dokumentasi photo, kertas kerja (examination
worksheet), catatan eksaminasi (examination notes)
dan/atau laporan pemeriksaan barang bukti
elektronik dalam bentuk sederhana;

laporan pemeriksaan barang bukti elektronik;
dokumen rencana kerja pelacakan aset atas
rancangan anggaran dan biaya yang dibutuhkan
dalam rencana kegiatan;

dokumen permeriksaan dan pemberian saran atas
rencana kerja pelacakan aset;

laporan analisis data portofolio aset;

laporan analisis data kesesuaian perolehan aset
dengan tempus perkara;

laporan analisis data profil dan gaya hidup atas
terperiksa tersangka, terdakwa, terpidana, keluarga
dan pihak terkait lainnya;

dokumen rencana kerja pelacakan asset dengan
pengguna layanan berupa ruang lingkup pelacakan
aset yang akan dilakukan;

dokumen kertas kerja penyusunan dan pengolahan
informasi dan data hasil pelacakan asset;

dokumen kertas kerja proses pemutakhiran kertas
kerja pelacakan aset (KKPA);

dokumen kertas kerja reviu bahan dan
berkoordinasi dengan level middle management di
lembaga/institusi terkait baik di dalam maupun

luar negeri;
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laporan reviu konsep laporan hasil pelacakan aset;
dokumen rencana kegiatan pengelolaan barang
bukti/barang titipan penyelidikan /benda
sitaan/barang titipan penuntutan/barang
rampasan Tindak Pidana Korupsi dan tindak
pidana pencucian uang;

data/dokumen hasil kegiatan validasi fisik barang
titipan penyelidikan/benda sitaan/barang titipan
penuntutan Tindak Pidana Korupsi dan tppu
terhadap dokumen administrasi barang titipan
penyelidikan/benda sitaan/barang titipan
penuntutan Tindak Pidana Korupsi dan tindak
pidana pencucian uang;

data klasifikasi barang titipan penyelidikan/benda
sitaan/barang titipan penuntutan Tindak Pidana
Korupsi dan tindak pidana pencucian uang;
data/dokumen hasil penaksiran nilai benda
sitaan/barang titipan penuntutan Tindak Pidana
Korupsi dan tindak pidana pencucian uang;
data/dokumen verifikasi keaslian barang titipan
penyelidikan /benda sitaan/barang titipan
penuntutan Tindak Pidana Korupsi dan tindak
pidana pencucian uang;

dokumen analisis hasil identifikasi permasalahan
pada barang titipan penyelidikan /benda
sitaan/barang titipan penuntutan Tindak Pidana
Korupsi dan tindak pidana pencucian uang;
dokumen hasil reviu penelusuran rekam jejak
perkara suatu benda sitaan/barang bukti Tindak
Pidana Korupsi dan tindak pidana pencucian uang
yang masih aktif atau pun telah berkekuatan
hukum tetap;

dokumen rancangan daftar barang bukti untuk
berkas perkara;

data/dokumen hasil penyimpanan dan
pengamanan atau penitipan barang titipan

penyelidikan /benda sitaan/barang titipan
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penuntutan/barang rampasan Tindak Pidana
Korupsi dan tindak pidana pencucian uang di luar
lingkungan lembaga negara yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
data/dokumen  terkait  kegiatan = perawatan
rutin/berkala dan/atau perbaikan barang titipan
penyelidikan /benda sitaan/barang titipan
penuntutan/barang rampasan Tindak Pidana
Korupsi dan tindak pidana pencucian uang;
dokumen hasil analisis pemeliharaan dan
pengamanan barang titipan penyelidikan/benda
sitaan/barang titipan penuntutan/barang
rampasan yang disimpan/dititipkan di luar
lingkungan lembaga negara yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

data uraian amar putusan pengadilan berkekuatan
hukum tetap atas barang bukti Tindak Pidana
Korupsi dan tppu pada Dbasis data benda
sitaan/barang titipan penuntutan Tindak Pidana
Korupsi dan tindak pidana pencucian uang;
laporan pengelolaan benda sitaan Tindak Pidana
Korupsi dan tindak pidana pencucian uang;
laporan penaksiran mandiri atas barang rampasan;
laporan rekapitulasi potensi denda dan up dan
barang rampasan yang tidak dapat dieksekusi;
laporan asset recovery berdasarkan putusan
pengadilan yang telah memperoleh kekuatan
hukum tetap;

laporan rekapitulasi pidana badan, denda, up,
biaya perkara seta putusan peninjauan kembali;
visualisasi data pidana badan, uang dan barang
bukti yang dikembalikan, barang bukti terlampir
dan asset recovery;

laporan rekonsiliasi barang persediaan rampasan;

laporan ekspirasi terpidana Tindak Pidana Korupsi;
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laporan barang rampasan belum dilakukan
penilaian dan lelang;

laporan tanggapan hasil audit internal dan
eksternal,

laporan dukungan eksekusi;

dokumen bahan, data dan informasi termasuk
bukti-bukti terkait proses penyelesaian perkara
secara litigasi dan nonlitigasi serta upaya hukum
atas penyelesaian perkara;

dokumen berkas persidangan;

dokumen analisa/laporan penyelesaian perkara
secara litigasi dan nonlitigasi;

dokumen telaahan kajian hukum;

dokumen proposal penelitian kajian hukum;
dokumen wawancara dengan narasumber melalui
diskusi kelompok terpumpun/seminar;

dokumen hasil kajian hukum terkait
pemberantasan korupsi dan/atau kelembagaan
lembaga negara yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi;

laporan kajian hukum terkait pemberantasan
korupsi dan/atau kelembagaan lembaga negara
yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di
bidang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
dokumen rumusan kebijakan hukum di bidang
antikorupsi;

laporan pelaksanaan diseminasi kebijakan
antikorupsi;

dokumen pendapat hukum terkait pemberantasan
korupsi dan/atau kelembagaan lembaga negara
yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di
bidang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
dokumen informasi hukum terkait pemberantasan
korupsi dan/atau kelembagaan lembaga negara
yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di

bidang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
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dokumen laporan informasi hukum terkait
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan/atau
kelembagaan lembaga negara yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

dokumen telaah/analisis hukum terkait justice
collaborator;

dokumen keputusan (beschikking) justice
collaborator;

dokumen pelaksanaan perlindungan saksi/pelapor;
dokumen analisis terhadap permohonan
perlindungan saksi/pelapor;

laporan penyusunan permohonan bantuan personil
pengamanan terkait pelaksanaan perlindungan
saksi/pelapor;

dokumen laporan pelaksanaan perlindungan
saksi/pelapor;

dokumen analisis putusan praperadilan, putusan
perdata, putusan tata usaha negara, putusan
tindak pidana korupsi;

dokumen penyediaan penasihat hukum;

dokumen laporan verifikasi penasihat hukum;

berkas dokumen hasil pengolahan data/analisis

terkait penghargaan dalam
pencegahan/pemberantasan tindak pidana
korupsi;

dokumen analisis dan riviu laporan pelaksanaan
bantuan atau pendampingan dalam proses hukum
terkait pelaksanaan tugas dan wewenang lembaga
negara yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi; dan

dokumen laporan /materi sosialisasi terkait
pemberian penghargaan pelapor dalam pencegahan
/Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

laporan bantuan atau pendampingan dalam proses

hukum yang dihadapi terkait pelaksanaan tugas
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dan wewenang lembaga negara yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Penyelidik Tindak Pidana Korupsi Ahli Madya, meliputi:

1.

dokumen rencana kegiatan pengumpulan data dan
informasi terkait penanganan perkara Tindak Pidana
Korupsi yang ditangani oleh Kepolisian Negara
Republik Indonesia/Kejaksaan Republik Indonesia;
laporan kegiatan pengumpulan data dan informasi
penanganan perkara Tindak Pidana Korupsi;
dokumen rencana kegiatan supervisi dalam bentuk
pengawasan/penelitian/penelaahan perkara Tindak
Pidana Korupsi yang ditangani oleh Kepolisian
Negara Republik Indonesia/Kejaksaan Republik
Indonesia;

surat pemberitahuan hasil supervisi dalam bentuk
pengawasan/penelitian /penelaahan penanganan
perkara Tindak Pidana Korupsi kepada pimpinan
Kepolisian Negara Republik Indonesia/Kejaksaan
Republik Indonesia;

dokumen notulen rapat koordinasi/kesimpulan dan
rekomendasi gelar perkara;

laporan hasil rapat koordinasi/gelar perkara terkait
penanganan perkara Tindak Pidana Korupsi;

hasil analisis permintaan fasilitasi penanganan
perkara Tindak Pidana Korupsi dari Kepolisian
Negara Republik Indonesia/Kejaksaan Republik
Indonesia;

laporan pelaksanaan pemberian fasilitasi
penanganan perkara Tindak Pidana Korupsi kepada
Kepolisian Negara Republik Indonesia/Kejaksaan
Republik Indonesia;

dokumen rencana kegiatan
pengambilalihan/pelimpahan penanganan perkara
penanganan perkara Tindak Pidana Korupsi dari

Kepolisian/Kejaksaan;
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hasil telaah penanganan perkara Tindak Pidana
Korupsi yang ditangani oleh Kepolisian/Kejaksaan;
berita acara serah terima penanganan perkara
Tindak Pidana Korupsi;

laporan  kegiatan  pengambilalihan/pelimpahan
penanganan perkara;

rencana kegiatan pelatihan aparat penegak hukum
(APH);

laporan kegiatan pengumpulan data dan informasi
terkait persiapan pelatihan aparat penegak hukum
(APH);

laporan pelaksanaan pelatihan aparat penegak
hukum (APH);

dokumen penerimaan informasi dugaan Tindak
Pidana Korupsi;

dokumen penelaahan informasi dugaan Tindak
Pidana Korupsi;

laporan hasil pengumpulan informasi, bahan, dan
keterangan tambahan atas informasi dugaan Tindak
Pidana Korupsi;

laporan hasil kegiatan pembangunan/
pengembangan  whistleblowing  system  (WBS)
terintegrasi;

laporan hasil kegiatan penanganan laporan/
pengaduan bersama dengan aparat pengawasan
intern pemerintah (APIP);

dokumen rencana penyelidikan tindak pidana
korupsi;

surat perintah penyelidikan tindak pidana korupsi
yang sudah dianalisis;

laporan perkembangan penyelidikan tindak pidana
korupsi;

bahan paparan untuk ekspose atau gelar perkara
hasil penyelidikan tindak pidana korupsi;

laporan hasil penyelidikan dan/atau laporan

kejadian tindak pidana korupsi;
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formulir check list Tindak Pidana Korupsi (laporan
akhir hasil analisis);

laporan akhir hasil analisis Tindak Pidana Korupsi;
dokumen verifikasi dan distribusi kegiatan lapangan
surat perintah penyadapan, dan dokumen
penghentian penyadapan;

kertas kerja kegiatan analisis akuntansi
forensik/perhitungan kerugian keuangan negara
(PKKN)/pemberian keterangan ahli (PKA)/audit
investigasi melalui audit program/rencana analisis
akuntansi forensik/perhitungan kerugian keuangan
negara (PKKN)/ pemberian keterangan ahli
(PKA)/audit investigasi;

kertas kerja penjaminan mutu atas proses analisis
keseluruhan;

laporan hasil analisis parsial kedalam simpulan
hasil analisis serta membuat pelaporan hasil analisis
akuntansi forensik/perhitungan kerugian keuangan
negara (PKKN)/pemberian keterangan ahli
(PKA)/audit investigasi;

dokumentasi photo, kertas kerja (examination
worksheet), catatan eksaminasi (examination notes)
dan/atau laporan pemeriksaan barang bukti
elektronik dalam bentuk sederhana;

laporan pemeriksaan barang bukti elektronik
menggunakan prosedur-prosedur penanganan dan
pemeriksaan pada level ahli dalam rangka memberi
pertimbangan atau opini pendapat ahli;

dokumen, kertas kerja, dan laporan terkait
operasional laboratorium,;

dokumen kertas kerja pelacakan aset terkait
pertimbangan dan memvalidasi kegiatan
penelusuran informasi dan data terkait kepemilikan
aset;

dokumen rencana kerja pertimbangan dan validasi
rencana kegiatan pelacakan aset

laporan analisis data portfolio asset;
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laporan validasi konsep hasil pelacakan asset;
dokumen kertas kerja memvalidasi pemutakhiran
kertas kerja pelacakan aset (KKPA);

dokumen kertas kerja validasi penyusunan dan
pengolahan informasi dan data portfolio kepemilikan
asset;

dokumen kertas kerja rekomendasikan bahan-bahan
koordinasi dengan pihak-pihak terkait di level upper
management baik di dalam maupun di luar negeri;
dokumen kertas kerja rekomendasikan pencarian
data dan informasi melalui informan;

dokumen hasil proyeksi dampak-dampak
permasalahan pada barang titipan
penyelidikan /benda sitaan/barang titipan
penuntutan/barang rampasan Tindak Pidana
Korupsi dan tindak pidana pencucian uang;
dokumen hasil evaluasi kegiatan pengelolaan barang
titipan penyelidikan/benda sitaan/barang titipan
penuntutan/barang rampasan Tindak Pidana
Korupsi dan tindak pidana pencucian uang;

laporan penaksiran mandiri atas barang rampasan;
laporan rekapitulasi potensi denda, uang pengganti
dan barang rampasan yang tidak dapat dieksekusi;
laporan asset recovery berdasarkan putusan
pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum
tetap;

laporan rekapitulasi pidana badan, denda, uang
pengganti, biaya perkara serta putusan peninjauan
kembali;

visualisasi data pidana badan, uang dan barang
bukti yang dikembalikan, barang bukti terlampir
dan asset recovery;

laporan rekonsiliasi barang persediaan rampasan;
laporan ekspirasi terpidana Tindak Pidana Korupsi;
laporan barang rampasan belum dilakukan

penilaian dan lelang;
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laporan tanggapan hasil audit internal dan
eksternal,

laporan dukungan eksekusi;

dokumen reviu berkas persidangan;

dokumen riviu analisa/laporan penyelesaian perkara
secara litigasi dan nonlitigasi;

dokumen reviu telaahan kajian hukum terkait
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan/atau
kelembagaan lembaga negara yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

dokumen reviu proposal kajian hukum terkait
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan/atau
kelembagaan lembaga negara yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

dokumen riviu hasil pengolahan data kajian hukum
terkait Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
dan/atau kelembagaan lembaga negara yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

dokumen reviu laporan penelitian kajian hukum
terkait Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
dan/atau kelembagaan lembaga negara yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

dokumen reviu rumusan kebijakan hukum di bidang
antikorupsi;

dokumen reviu pendapat hukum terkait
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan/atau
kelembagaan lembaga negara yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

laporan pelaksanaan penyediaan informasi hukum
terkait pemberantasan korupsi dan/atau

kelembagaan lembaga negara yang
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menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

dokumen reviu informasi hukum terkait
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan/atau
kelembagaan lembaga negara yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

dokumen telaah/analisis hukum terkait justice
collaborator;

dokumen justice collaborator;

dokumen pelaksanaan perlindungan saksi/pelapor;
laporan pelaksanaan verifikasi terhadap
permohonan perlindungan saksi/pelapor;

dokumen riviu analisis terhadap permohonan
perlindungan saksi/pelapor;

dokumen surat tugas pelaksanaan pemberian
perlindungan saksi/pelapor;

dokumen riviu laporan pelaksanaan perlindungan
saksi/pelapor;

dokumen hasil analisis putusan praperadilan,
putusan perdata, putusan tata wusaha negara,
putusan tindak pidana korupsi;

dokumen penyediaan penasihat hukum;

dokumen hasil verifikasi penasihat hukum;
dokumen riviu materi/laporan sosialisasi terkait
pemberian penghargaan dalam pencegahan atau
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

dokumen riviu analisis/hasil pengolahan
data/informasi terkait penghargaan dalam
pencegahan atau pemberantasan tindak pidana
korupsi;

laporan validasi atau verifikasi terkait penghargaan
dalam pencegahan dan Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi; dan

dokumen hasil reviu analisis dan laporan
pelaksanaan bantuan atau pendampingan dalam

proses terkait pelaksanaan tugas dan wewenang



s 2021, No. 1169

lembaga negara yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang Pemberantasan Tindak

Pidana Korupsi; dan

d. Penyelidik Tindak Pidana Korupsi Ahli Utama, meliputi:

1.

laporan hasil pengumpulan data dan informasi
perkembangan penanganan perkara Tindak Pidana
Korupsi;

surat pemberitahuan hasil supervisi dalam bentuk
pengawasan/penelitian/penelaahan penanganan
perkara Tindak Pidana Korupsi kepada pimpinan
kepolisian /kejaksaan;

laporan  kegiatan  pengambilalihan/pelimpahan
penanganan perkara;

laporan pemantauan pelaksanaan pelatihan aparat
penegak hukum (APH);

laporan, notulen pengembangan efektivitas dan
efisiensi pelaksanaan penyelidikan tindak pidana
korupsi;

kertas kerja telaahan permintaan analisis akuntansi
forensik/perhitungan kerugian keuangan negara
(PKKN)/pemberian keterangan ahli (PKA) /audit
investigasi dan dokumen pertimbangan kesesuaian
ruang lingkup permintaan analisis dengan kriteria
dan skala prioritas penanganan perkara Komisi
Pemberantasan Korupsi;

dokumen rumusan rekomendasi kepada pemangku
kepentingan (stakeholder) berdasarkan
hasil/putusan perkara secara litigasi dan nonlitigasi;
laporan evaluasi kajian hukum terkait
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan/atau
kelembagaan lembaga negara yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

dokumen rumuskan kebijakan strategis dalam
penyusunan, pelaksanaan, terkait kebijakan di

bidang antikorupsi;

10. laporan evaluasi kebijakan di bidang antikorupsi;
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15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.
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laporan komunikasi kebijakan di bidang antikorupsi
kepada para pemangku kepentingan;

dokumen evaluasi pemberian informasi hukum
terkait pemberantasan korupsi dan/atau
kelembagaan lembaga negara yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

dokumen telaah/analisis hukum terkait justice
collaborator;

laporan evaluasi pelaksanaan kegiatan perlindungan
saksi/pelapor;

modul pengembangan sistem penggunaan aplikasi
pengelolaan data putusan praperadilan, putusan
perdata, putusan tata usaha negara, putusan
Tindak Pidana Korupsi;

laporan evaluasi sistem dan prosedur inventarisasi
putusan praperadilan, putusan perdata, putusan
tata usaha negara, putusan Tindak Pidana Korupsi;
laporan evaluasi dan mengimprovisasi pelaksanaan
penyediaan penasihat hukum untuk tersangka tidak
mampu;

dokumen penilaian, evaluasi kegiatan, sistem dan
prosedur pemberian penghargaan dalam rangka
pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi;

dokumen rekomendasi terkait proses pemberian
penghargaan dalam rangka pencegahan dan
pemberantasan Tindak Pidana Korupsi kepada
pemangku kepentingan (stakeholder) dan berita
acara penilaian;

dokumen perancangan dan pengembangan sistem
dan strategi dalam pemberian penghargaan dalam
rangka pencegahan dan pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi;

dokumen rekomendasi dan policy brief dalam
pemberian penghargaan dalam rangka pencegahan

dan pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; dan
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22. dokumen evaluasi pelaksanaan kegiatan
pendampingan terkait pelaksanaan tugas dan
wewenang lembaga negara yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang Tindak Pidana

Korupsi.

Pasal 10
Dalam hal unit kerja tidak terdapat Penyelidik Tindak Pidana
Korupsi yang sesuai dengan jenjang jabatannya untuk
melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8
ayat (1), Penyelidik Tindak Pidana Korupsi yang berada 1
(satu) tingkat di atas atau 1 (satu) tingkat di bawah jenjang
jabatannya dapat melakukan kegiatan tersebut berdasarkan
penugasan secara tertulis dari pimpinan unit kerja yang

bersangkutan.

Pasal 11
(1) Penilaian Angka Kredit atas hasil penugasan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ditetapkan
sebagai berikut:

a. Penyelidik Tindak Pidana Korupsi yang
melaksanakan tugas Penyelidik Tindak Pidana
Korupsi yang berada 1 (satu) tingkat di atas jenjang
jabatannya, Angka Kredit yang diperoleh ditetapkan
80% (delapan puluh persen) dari Angka Kredit setiap
butir kegiatan; dan

b. Penyelidik Tindak Pidana Korupsi yang
melaksanakan tugas Penyelidik Tindak Pidana
Korupsi yang berada 1 (satu) tingkat di bawah
jenjang jabatannya, Angka Kredit yang diperoleh
ditetapkan 100% (seratus persen) dengan Angka
Kredit dari setiap butir kegiatan.

(2) Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
tercantum dalam Lampiran [ yang merupakan bagian

tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.



2021, No. 1169

-58-

BAB V
PENGANGKATAN DALAM JABATAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 12

Pejabat yang memiliki kewenangan mengangkat dalam

Jabatan Fungsional Penyelidik Tindak Pidana Korupsi yaitu

pejabat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.

Pasal 13

Pengangkatan PNS ke dalam Jabatan Fungsional Penyelidik

Tindak Pidana Korupsi dilakukan melalui:

a.
b.

C.

pengangkatan pertama;
perpindahan dari jabatan lain;
penyesuaian; dan

promosi.

Bagian Kedua

Pengangkatan Pertama

Pasal 14
Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Penyelidik
Tindak Pidana Korupsi melalui pengangkatan pertama
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a harus
memenuhi persyaratan sebagai berikut:
a berstatus PNS;
b. memiliki integritas dan moralitas yang baik;

sehat jasmani dan rohani;

o

e

berijazah paling rendah sarjana atau diploma empat
dalam rumpun ilmu humaniora, ilmu sosial, ilmu
terapan, ilmu alam, ilmu formal, atau jejaring
keilmuan multi-, inter-, atau transdisiplin; dan

e. nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam

1 (satu) tahun terakhir bagi PNS.
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Pengangkatan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) merupakan pengangkatan untuk mengisi lowongan
kebutuhan Jabatan Fungsional Penyelidik Tindak Pidana
Korupsi dari calon PNS.

Calon PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setelah
diangkat sebagai PNS paling lama 1 (satu) tahun diangkat
dalam Jabatan Fungsional Penyelidik Tindak Pidana
Korupsi.

PNS yang telah diangkat dalam Jabatan Fungsional
Penyelidik Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) paling lama 3 (tiga) tahun setelah diangkat
wajib mengikuti dan lulus pelatihan fungsional Penyelidik
Tindak Pidana Korupsi.

Penyelidik Tindak Pidana Korupsi yang belum mengikuti
dan/atau tidak lulus pelatihan fungsional sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) tidak diberikan kenaikan jenjang
satu tingkat diatasnya.

Angka Kredit untuk pengangkatan pertama dalam
Jabatan Fungsional Penyelidik Tindak Pidana Korupsi
dinilai dan ditetapkan pada saat mulai melaksanakan
tugas Jabatan Fungsional Penyelidik Tindak Pidana

Korupsi.

Bagian Ketiga

Perpindahan dari Jabatan Lain

Pasal 15
Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Penyelidik
Tindak Pidana Korupsi melalui perpindahan dari jabatan
lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b
harus memenuhi syarat sebagai berikut:
a berstatus PNS;
b. memiliki integritas dan moralitas yang baik;

sehat jasmani dan rohani;

o

e

berijazah paling rendah sarjana atau diploma empat
dalam rumpun ilmu humaniora, ilmu sosial, ilmu

terapan, ilmu alam, ilmu formal, atau jejaring
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keilmuan multi-, inter-, atau transdisiplin atau
rumpun ilmu lain yang ditentukan oleh Instansi
Pembina untuk Jabatan Fungsional Penyelidik
Tindak Pidana Korupsi Ahli Pertama sampai dengan
Jabatan Fungsional Penyelidik Tindak Pidana
Korupsi Ahli Madya;
berijazah paling rendah magister di bidang ilmu
sesuai dengan tugas Jabatan Fungsional Penyelidik
Tindak Pidana Korupsi yang ditentukan oleh
Instansi Pembina untuk Jabatan Fungsional
Penyelidik Tindak Pidana Korupsi Ahli Utama;
mengikuti dan lulus Uji Kompetensi sesuai dengan
Standar Kompetensi yang telah disusun oleh
Instansi Pembina;
memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di
bidang penyelidikan perkara tindak pidana korupsi,
serta dukungan penanganan perkara yang meliputi
koordinasi dan  supervisi, penanganan dan
pengelolaan informasi dan data, pelacakan aset,
pengelolaan barang bukti dan barang rampasan,
penyelenggaraan dan pengelolaan hukum
antikorupsi dalam korporasi paling singkat 2 (dua)
tahun;

nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam

2 (dua) tahun terakhir; dan

berusia paling tinggi:

1. 53 (lima puluh tiga) tahun bagi yang akan
menduduki Jabatan Fungsional Penyelidik
Tindak Pidana Korupsi Ahli Pertama dan
Jabatan Fungsional Penyelidik Tindak Pidana
Korupsi Ahli Muda;

2. 55 (lima puluh lima) tahun bagi yang akan
menduduki Jabatan Fungsional Penyelidik
Tindak Pidana Korupsi Ahli Madya;

3. 60 (enam puluh) tahun bagi yang akan
menduduki Jabatan Fungsional Penyelidik

Tindak Pidana Korupsi Ahli Utama bagi PNS
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yang telah menduduki jabatan pimpinan tinggi;
dan
4. 63 (enam puluh tiga) tahun bagi pejabat

fungsional ahli utama lain yang akan

menduduki Jabatan Fungsional Penyelidik

Tindak Pidana Korupsi Ahli Utama.
Pengangkatan Jabatan Fungsional Penyelidik Tindak
Pidana Korupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
harus mempertimbangkan  ketersediaan lowongan
kebutuhan untuk jenjang Jabatan Fungsional yang akan
diduduki.
Pangkat yang ditetapkan bagi PNS sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) yaitu sama dengan pangkat yang
dimiliki dan jenjang jabatan yang ditetapkan sesuai
dengan jumlah Angka Kredit yang ditetapkan oleh
pejabat yang memiliki kewenangan menetapkan Angka
Kredit.
Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinilai
dan ditetapkan dari tugas  jabatan dengan
mempertimbangkan pengalaman dalam pelaksanaan
tugas di bidang penyelidikan perkara tindak pidana
korupsi, serta dukungan penanganan perkara yang
meliputi koordinasi dan supervisi, penanganan dan
pengelolaan informasi dan data, pelacakan aset,
pengelolaan barang bukti dan barang rampasan,
penyelenggaraan dan pengelolaan hukum antikorupsi.
Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Penyelidik
Tindak Pidana Korupsi Ahli Utama dari pejabat
fungsional ahli utama lain harus mempertimbangkan
ketersediaan lowongan kebutuhan untuk Jabatan
Fungsional Penyelidik Tindak Pidana Korupsi Ahli Utama

yang akan diduduki dan mendapat persetujuan Menteri.
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Bagian Keempat

Penyesuaian

Pasal 16
Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Penyelidik
Tindak Pidana Korupsi melalui penyesuaian sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 13 huruf ¢ harus memenuhi
syarat sebagai berikut:
a. Dberstatus PNS;
b. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
c. sehat jasmani dan rohani;
berijazah paling rendah sarjana atau diploma empat;
e. memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di
bidang penyelidikan perkara tindak pidana korupsi,
serta dukungan penanganan perkara yang meliputi
koordinasi dan  supervisi, penanganan dan
pengelolaan informasi dan data, pelacakan aset,
pengelolaan barang bukti dan barang rampasan,
penyelenggaraan dan pengelolaan hukum
antikorupsi paling singkat 2 (dua) tahun; dan
f.  nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam
2 (dua) tahun terakhir.
Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Penyelidik
Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dilakukan dengan mempertimbangkan ketersediaan
lowongan kebutuhan jabatan untuk jenjang jabatan yang

akan diduduki.

Pasal 17
Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Penyelidik
Tindak Pidana Korupsi melalui penyesuaian sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 16 diberikan nilai Angka Kredit
tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya

berlaku 1 (satu) kali selama masa penyesuaian.
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Tata cara pengangkatan dalam Jabatan Fungsional
Penyelidik Tindak Pidana Korupsi melalui penyesuaian
diatur dalam peraturan Pimpinan lembaga negara yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Bagian Kelima

Promosi

Pasal 18

Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Penyelidik Tindak

Pidana Korupsi melalui promosi sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 13 huruf d ditetapkan berdasarkan kriteria:

a.
b.

termasuk dalam kelompok rencana suksesi;
menghasilkan inovasi yang bermanfaat bagi instansi dan
kepentingan nasional dan diakui oleh lembaga
pemerintah terkait bidang inovasinya; dan

memenuhi Standar Kompetensi jenjang jabatan yang

akan diduduki.

Pasal 19
Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Penyelidik
Tindak Pidana Korupsi melalui promosi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 18, dilaksanakan dalam hal:
a. PNS yang belum menduduki Jabatan Fungsional
Penyelidik Tindak Pidana Korupsi; atau
b. kenaikan jenjang Jabatan Fungsional Penyelidik
Tindak Pidana Korupsi satu tingkat lebih tinggi
dalam satu kategori Jabatan Fungsional Penyelidik
Tindak Pidana Korupsi.
Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Penyelidik
Tindak Pidana Korupsi melalui promosi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan
sebagai berikut:
a. mengikuti dan lulus Uji Kompetensi sesuai dengan
Standar Kompetensi yang telah disusun oleh

Instansi Pembina;
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b. nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam
2 (dua) tahun terakhir;
c. memiliki rekam jejak yang baik;
d. tidak pernah melakukan pelanggaran kode etik dan
profesi PNS; dan/atau
e. tidak pernah dikenakan hukuman disiplin PNS.
Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Penyelidik
Tindak Pidana Korupsi melalui promosi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) harus mempertimbangkan
ketersediaan lowongan kebutuhan untuk jenjang Jabatan
Fungsional Penyelidik Tindak Pidana Korupsi yang akan
diduduki.
Angka Kredit untuk pengangkatan dalam Jabatan
Fungsional Penyelidik Tindak Pidana Korupsi melalui
promosi dinilai dan ditetapkan dari tugas Jabatan
Fungsional Penyelidik Tindak Pidana Korupsi.
Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Penyelidik
Tindak Pidana Korupsi melalui promosi dilaksanakan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.

BAB VI
PELANTIKAN DAN PENGAMBILAN SUMPAH /JANJI

Pasal 20
Setiap PNS yang akan diangkat menjadi Penyelidik
Tindak Pidana Korupsi wajib dilantik dan diambil
sumpah/janji menurut agama atau kepercayaannya
kepada Tuhan Yang Maha Esa.
Tata cara pelantikan dan pengambilan sumpah/janji
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.
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BAB VII
PENILAIAN KINERJA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 21

Penilaian kinerja Penyelidik Tindak Pidana Korupsi
bertujuan untuk menjamin objektivitas pembinaan yang
didasarkan sistem prestasi dan sistem karier.

Penilaian kinerja Penyelidik Tindak Pidana Korupsi
dilakukan berdasarkan perencanaan kinerja pada tingkat
individu dan tingkat unit atau organisasi, dengan
memperhatikan target, capaian, hasil dan manfaat yang
dicapai, serta perilaku PNS.

Penilaian kinerja Penyelidik Tindak Pidana Korupsi
dilakukan secara objektif, terukur, akuntabel,
partisipatif, dan transparan sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

Pasal 22
Penilaian kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21
meliputi:
a. SKP; dan
b. perilaku kerja.

(1)

Bagian Kedua

SKP

Paragraf 1

Umum

Pasal 23
Penyelidik Tindak Pidana Korupsi wajib menyusun SKP

setiap awal tahun.
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SKP merupakan target kinerja Penyelidik Tindak Pidana
Korupsi berdasarkan penetapan kinerja unit kerja yang
bersangkutan.

SKP untuk masing-masing jenjang jabatan diambil dari
uraian kegiatan tugas jabatan sebagai turunan dari

penetapan kinerja unit kerja.

Pasal 24

Target kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23
ayat (2) terdiri atas kinerja utama berupa target Angka
Kredit dan/atau kinerja tambahan berupa tugas
tambahan.

Target Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diuraikan dalam  bentuk kegiatan sebagaimana
tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Tugas tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditetapkan oleh pimpinan unit kerja berdasarkan

penetapan kinerja unit kerja yang bersangkutan.

Pasal 25
Target Angka Kredit dan tugas tambahan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) sebagai dasar untuk
penyusunan, penetapan, dan penilaian SKP.
SKP yang disusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
harus disetujui dan ditetapkan oleh atasan langsung.
Penilaian SKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundangan-undangan.
Hasil penilaian SKP Penyelidik Tindak Pidana Korupsi
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan sebagai

capaian SKP.
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Paragraf 2
Target Angka Kredit

Pasal 26
Target Angka Kredit sebagaimana dimaksud dalam Pasal
24 ayat (2) bagi Penyelidik Tindak Pidana Korupsi setiap
tahun ditetapkan paling sedikit:
a. 12,5 (dua belas koma lima) untuk Penyelidik Tindak
Pidana Korupsi Ahli Pertama;
b. 25 (dua puluh lima) untuk Penyelidik Tindak Pidana
Korupsi Ahli Muda;
c. 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) untuk Penyelidik
Tindak Pidana Korupsi Ahli Madya; dan
d. 50 (lima puluh) untuk Penyelidik Tindak Pidana
Korupsi Ahli Utama.
Target Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf d tidak berlaku bagi Penyelidik Tindak Pidana
Korupsi Ahli Utama yang memiliki pangkat paling tinggi
dalam jenjang jabatan yang didudukinya.
Selain target Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dan ayat (2), Penyelidik Tindak Pidana Korupsi
wajib memperoleh Hasil Kerja Minimal untuk setiap
periode.
Ketentuan mengenai perhitungan target Angka Kredit dan
Hasil Kerja Minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
diatur dalam peraturan Pimpinan lembaga negara yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Paragraf 3

Angka Kredit Pemeliharaan

Pasal 27
Penyelidik Tindak Pidana Korupsi yang telah memenuhi
syarat untuk kenaikan jenjang jabatan setingkat lebih

tinggi tetapi belum tersedia lowongan pada jenjang
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jabatan yang akan diduduki, setiap tahun wajib

memenuhi target Angka Kredit paling sedikit:

a. 10 (sepuluh) untuk Penyelidik Tindak Pidana
Korupsi Ahli Pertama;

b. 20 (dua puluh) untuk Penyelidik Tindak Pidana
Korupsi Ahli Muda; dan

c. 30 (tiga puluh) untuk Penyelidik Tindak Pidana
Korupsi Ahli Madya.

(2) Penyelidik Tindak Pidana Korupsi Ahli Utama yang
menduduki pangkat tertinggi dari jabatannya, setiap
tahun sejak menduduki pangkatnya wajib
mengumpulkan paling sedikit 25 (dua puluh lima) Angka
Kredit.

Bagian Ketiga

Perilaku Kerja

Pasal 28
Perilaku kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b
ditetapkan berdasarkan standar perilaku kerja dalam Jabatan
Fungsional Penyelidik Tindak Pidana Korupsi dan dinilai

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
PENILAIAN DAN PAK

Bagian Kesatu

Penilaian dan PAK

Pasal 29
(1) Capaian SKP Penyelidik Tindak Pidana Korupsi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (4)
disampaikan kepada Tim Penilai untuk dilakukan
penilaian sebagai capaian Angka Kredit.
(2) Capaian Angka Kredit Penyelidik Tindak Pidana Korupsi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling

tinggi 150% (seratus lima puluh persen) dari target Angka
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Kredit minimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26
dan Pasal 27.

Dalam hal telah memenuhi Angka Kredit yang
dipersyaratkan untuk kenaikan pangkat dan/atau
jabatan, capaian Angka Kredit Penyelidik Tindak Pidana
Korupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan
kepada pejabat yang memiliki kewenangan menetapkan
Angka Kredit untuk ditetapkan dalam PAK.

PAK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan
sebagai dasar kenaikan pangkat dan/atau jabatan
setingkat lebih tinggi sebagaimana tercantum dalam
Lampiran III sampai dengan Lampiran V yang merupakan

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 30

Untuk mendukung objektivitas dalam penilaian kinerja,
Penyelidik Tindak Pidana Korupsi mendokumentasikan
Hasil Kerja yang diperoleh sesuai dengan SKP yang
ditetapkan setiap tahunnya.

Dalam hal sebagai bahan pertimbangan dalam
pelaksanaan penilaian Angka Kredit, Tim Penilai dapat
meminta laporan pelaksanaan kegiatan dan bukti fisik
Hasil Kerja Penyelidik Tindak Pidana Korupsi.

Hasil penilaian dan PAK Penyelidik Tindak Pidana
Korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1)
dan ayat (3) dapat digunakan sebagai bahan
pertimbangan dalam penilaian kinerja Penyelidik Tindak

Pidana Korupsi.

Bagian Kedua

Pejabat yang Mengusulkan Angka Kredit

Pasal 31

Usul PAK Penyelidik Tindak Pidana Korupsi diajukan oleh:

a.

pejabat pimpinan tinggi madya pada Instansi Pembina
kepada pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi

kesekretariatan pada Instansi Pembina untuk Angka
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Kredit bagi Penyelidik Tindak Pidana Korupsi Ahli Utama
di lingkungan Instansi Pembina;

pejabat pimpinan tinggi pratama pada Instansi Pembina
kepada pejabat pimpinan tinggi pratama yang
membidangi sumber daya manusia pada Instansi
Pembina untuk Angka Kredit bagi Penyelidik Tindak
Pidana Korupsi Ahli Madya di lingkungan Instansi
Pembina; dan

pejabat pimpinan tinggi pratama pada Instansi Pembina
kepada pejabat pimpinan tinggi madya pada Instansi
Pembina untuk Angka Kredit bagi Penyelidik Tindak
Pidana Korupsi Ahli Muda dan Penyelidik Tindak Pidana

Korupsi Ahli Pertama di lingkungan Instansi Pembina.

Bagian Ketiga
Pejabat yang Berwenang Menetapkan Angka Kredit

Pasal 32

Pejabat yang memiliki kewenangan menetapkan Angka Kredit

yaitu:

a.

pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi
kesekretariatan pada Instansi Pembina untuk Angka
Kredit bagi Penyelidik Tindak Pidana Korupsi Ahli Utama
di lingkungan Instansi Pembina;

pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi
sumber daya manusia pada Instansi Pembina untuk
Angka Kredit bagi Penyelidik Tindak Pidana Korupsi Ahli
Madya di lingkungan Instansi Pembina; dan

pejabat pimpinan tinggi madya pada Instansi Pembina
untuk Angka Kredit bagi Penyelidik Tindak Pidana
Korupsi Ahli Muda dan Penyelidik Tindak Pidana Korupsi

Ahli Pertama di lingkungan Instansi Pembina.
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Bagian Keempat

Tim Penilai

Pasal 33

Dalam menjalankan tugasnya, pejabat sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 32 dibantu oleh Tim Penilai.

Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

memiliki tugas:

a.

mengevaluasi keselarasan hasil penilaian yang
dilakukan oleh pejabat penilai;

memberikan penilaian Angka Kredit berdasarkan
nilai capaian tugas jabatan;

memberikan  rekomendasi  kenaikan = pangkat
dan/atau jenjang jabatan;

memberikan rekomendasi mengikuti Uji Kompetensi;
melakukan pemantauan terhadap hasil penilaian
capaian tugas jabatan;

memberikan pertimbangan penilaian SKP; dan
memberikan bahan pertimbangan kepada Pejabat
yang Berwenang dalam pengembangan PNS,
pengangkatan dalam jabatan, pemberian tunjangan
dan sanksi, mutasi, serta keikutsertaan Penyelidik
Tindak Pidana Korupsi dalam pendidikan dan

pelatihan.

Tim Penilai Penyelidik Tindak Pidana Korupsi terdiri atas:

a.

Tim Penilai pusat bagi pejabat pimpinan tinggi
madya yang membidangi kesekretariatan untuk
Angka Kredit bagi Penyelidik Tindak Pidana Korupsi
Ahli Utama di lingkungan Instansi Pembina;

Tim Penilai instansi bagi pejabat pimpinan tinggi
pratama yang membidangi sumber daya manusia
untuk Angka Kredit bagi Penyelidik Tindak Pidana
Korupsi Ahli Madya di lingkungan Instansi Pembina;
dan

Tim Penilai unit kerja bagi pejabat pimpinan tinggi
pratama untuk Angka Kredit bagi Penyelidik Tindak
Pidana Korupsi Ahli Muda dan Penyelidik Tindak
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Pidana Korupsi Ahli Pertama di lingkungan Instansi

Pembina.

Pasal 34

Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 terdiri

atas pejabat yang berasal dari unsur

teknis yang membidangi penyelenggaraan Pencarian dan

Pertolongan, unsur kepegawaian, dan Penyelidik Tindak

Pidana Korupsi.

Susunan keanggotaan Tim Penilai sebagai berikut:

a. seorang ketua merangkap anggota;

b. seorang sekretaris merangkap anggota; dan

c. paling sedikit 3 (tiga) orang anggota.

Susunan keanggotaan Tim  Penilai sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) harus berjumlah ganjil.

Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a

paling rendah pejabat pimpinan tinggi pratama atau

Penyelidik Tindak Pidana Korupsi Ahli Madya.

Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b

harus berasal dari unsur kepegawaian.

Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c

paling sedikit 2 (dua) orang Penyelidik Tindak Pidana

Korupsi.

Syarat untuk menjadi anggota Tim Penilai, yaitu:

a. menduduki pangkat dan/atau jabatan paling rendah
sama dengan pangkat dan/atau jabatan Penyelidik
Tindak Pidana Korupsi yang dinilai;

b. memiliki keahlian serta kemampuan untuk menilai
Angka Kredit Penyelidik Tindak Pidana Korupsi; dan

c. aktif melakukan penilaian Angka Kredit Penyelidik
Tindak Pidana Korupsi.

Apabila jumlah anggota Tim Penilai sebagaimana

dimaksud pada ayat (6) tidak dapat dipenuhi dari

Penyelidik Tindak Pidana Korupsi, maka anggota Tim

Penilai dapat diangkat dari PNS lain yang memiliki

kompetensi untuk menilai Hasil Kerja Penyelidik Tindak

Pidana Korupsi.
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(9) Pembentukan dan susunan anggota Tim Penilai
ditetapkan oleh:

a. pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi
kesekretariatan bagi tim penilai pusat dan tim
penilai instansi pada Instansi Pembina; dan

b. pejabat pimpinan tinggi madya bagi tim penilai unit

kerja.

Pasal 35
Tata kerja Tim Penilai dan tata cara penilaian Angka Kredit
Jabatan Fungsional Penyelidik Tindak Pidana Korupsi diatur
dalam  peraturan Pimpinan lembaga negara yang
menyelenggarakan  urusan  pemerintahan di  bidang

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

BAB IX
KENAIKAN PANGKAT DAN KENAIKAN JABATAN

Bagian Kesatu

Kenaikan Pangkat

Pasal 36

(1) Kenaikan pangkat dapat dipertimbangkan apabila
capaian Angka Kredit telah memenuhi Angka Kredit
Kumulatif yang dipersyaratkan.

(2) Angka Kredit Kumulatif sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dihitung berdasarkan pencapaian Angka Kredit
pada setiap tahun dan perolehan Hasil Kerja Minimal
pada setiap periode.

(3) Jumlah Angka Kredit Kumulatif yang harus dipenuhi
untuk kenaikan pangkat dan/atau jenjang Jabatan
Fungsional Penyelidik Tindak Pidana Korupsi, sebagai
berikut:

a. Penyelidik Tindak Pidana  Korupsi dengan
pendidikan sarjana atau diploma empat

sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang
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merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Menteri ini;

b. Penyelidik Tindak Pidana  Korupsi dengan
pendidikan magister tercantum dalam sebagaimana
Lampiran IV yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; dan

c. Penyelidik Tindak Pidana  Korupsi dengan
pendidikan doktor sebagaimana tercantum dalam
Lampiran V yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 37

Dalam hal untuk kenaikan pangkat sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1), Penyelidik Tindak

Pidana Korupsi dapat melaksanakan kegiatan penunjang,

meliputi:

a. pengajar atau pelatih di bidang penyelidikan perkara
tindak pidana korupsi, tindak pidana pencucian
uang, dan tindak pidana korupsi dalam korporasi;

b. keanggotaan dalam Tim Penilai atau tim Uji
Kompetensi;

c. perolehan penghargaan/tanda jasa;

d. perolehan ijazah/gelar kesarjanaan lainnya; dan

e. pelaksanaan tugas lain yang mendukung
pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional Penyelidik
Tindak Pidana Korupsi.

Kegiatan penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

diberikan kumulatif Angka Kredit paling tinggi 20% (dua

puluh persen) dari Angka Kredit yang dipersyaratkan
untuk kenaikan pangkat sebagaimana tercantum dalam

Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan

dari Peraturan Menteri ini.

Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

diberikan untuk 1 (satu) kali kenaikan pangkat.
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Bagian Kedua

Kenaikan Jenjang Jabatan

Pasal 38
Kenaikan jenjang Jabatan Fungsional Penyelidik Tindak
Pidana Korupsi 1 (satu) tingkat lebih tinggi wajib
memenuhi Angka Kredit yang ditetapkan.
Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dihitung dari akumulasi Angka Kredit kenaikan pangkat
dalam satu jenjang yang sedang diduduki sebagaimana
tercantum dalam Lampiran III sampai dengan Lampiran
V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Menteri ini.
Penyelidik Tindak Pidana Korupsi Ahli Madya yang akan
naik jenjang menjadi Penyelidik Tindak Pidana Korupsi
Ahli Utama harus memenuhi kualifikasi pendidikan
paling rendah magister di bidang ilmu sesuai dengan
dengan tugas Jabatan Fungsional Penyelidik Tindak
Pidana Korupsi yang ditentukan oleh Instansi Pembina.
Kenaikan jenjang Jabatan Fungsional Penyelidik Tindak
Pidana Korupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan dengan memperhatikan ketersediaan lowongan
kebutuhan jabatan.
Selain memenuhi syarat kinerja, Penyelidik Tindak
Pidana Korupsi yang akan dinaikkan jabatannya
setingkat lebih tinggi harus mengikuti dan lulus Uji
Kompetensi, memenuhi Hasil Kerja Minimal, dan
persyaratan lain yang diatur dalam peraturan sekretaris
jenderal pada lembaga negara yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi.
Syarat kinerja, Hasil Kerja Minimal, dan/atau
persyaratan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
diatur dalam peraturan sekretaris jenderal pada lembaga
negara yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di

bidang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
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Pasal 39

Untuk kenaikan jenjang sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 38 ayat (1), Penyelidik Tindak Pidana Korupsi dapat

melaksanakan kegiatan pengembangan profesi.

Kegiatan pengembangan profesi sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) meliputi:

a. perolehan ijazah/gelar pendidikan formal di bidang
yang sesuai dengan tugas Jabatan Fungsional
Penyelidik Tindak Pidana Korupsi;

b. pembuatan Karya Tulis/Karya Ilmiah di bidang
penyelidikan perkara tindak pidana korupsi, tindak
pidana pencucian uang, dan tindak pidana korupsi
dalam korporasi;

c. penerjemahan/penyaduran buku dan karya ilmiah
di bidang penyelidikan perkara tindak pidana
korupsi, tindak pidana pencucian uang, dan tindak
pidana korupsi dalam korporasi;

d. penyusunan standar/pedoman/petunjuk
pelaksanaan/petunjuk teknis di bidang penyelidikan
perkara tindak pidana korupsi, tindak pidana
pencucian uang, dan tindak pidana korupsi dalam
korporasi;

e. pelatihan/pengembangan kompetensi di bidang
penyelidikan perkara tindak pidana korupsi, tindak
pidana pencucian uang, dan tindak pidana korupsi
dalam korporasi; dan/atau

f.  kegiatan lain yang ditetapkan oleh Instansi Pembina
di bidang penyelidikan perkara tindak pidana
korupsi, tindak pidana pencucian uang, dan tindak
pidana korupsi dalam korporasi.

Kegiatan pengembangan profesi sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) diberikan Angka Kredit tercantum dalam

Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan

dari Peraturan Menteri ini.

Bagi Penyelidik Tindak Pidana Korupsi yang akan naik ke

jenjang jabatan ahli madya dan ahli utama, Penyelidik

Tindak Pidana Korupsi yang bersangkutan wajib
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melaksanakan kegiatan pengembangan profesi Jabatan

Fungsional Penyelidik Tindak Pidana Korupsi dengan

Angka Kredit pengembangan profesi yang disyaratkan

sebagai berikut:

a. 6 (enam) bagi Penyelidik Tindak Pidana Korupsi Ahli
Muda yang akan naik jabatan setingkat lebih tinggi
menjadi Penyelidik Tindak Pidana Korupsi Ahli
Madya; dan

b. 12 (dua belas) bagi Penyelidik Tindak Pidana Korupsi
Ahli Madya yang akan naik jabatan setingkat lebih
tinggi menjadi Penyelidik Tindak Pidana Korupsi Ahli

Utama.

Pasal 40

Penyelidik Tindak Pidana Korupsi yang secara bersama-
sama membuat Karya Tulis/Karya Ilmiah di bidang
penyelidikan perkara tindak pidana korupsi, tindak
pidana pencucian uang, dan tindak pidana korupsi
dalam korporasi, diberikan Angka Kredit dengan
ketentuan sebagai berikut:

a. apabila terdiri atas 2 (dua) orang penulis maka
pembagian Angka Kredit yaitu 60% (enam puluh
persen) bagi penulis utama dan 40% (empat puluh
persen) bagi penulis pembantu;

b. apabila terdiri atas 3 (tiga) orang penulis maka
pembagian Angka Kredit yaitu 50% (lima puluh
persen) bagi penulis utama dan masing-masing 25%
(dua puluh lima persen) bagi penulis pembantu;

c. apabila terdiri atas 4 (empat) orang penulis maka
pembagian Angka Kredit yaitu 40% (empat puluh
persen) bagi penulis utama dan masing-masing 20%
(dua puluh persen) bagi penulis pembantu; dan

d. apabila tidak terdapat atau tidak dapat ditentukan
penulis utama dan penulis pembantu maka
pembagian Angka Kredit dibagi sebesar proporsi

yang sama untuk setiap penulis.



2021, No. 1169

-78-

(2) Jumlah penulis pembantu sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) paling banyak 3 (tiga) orang.

Bagian Ketiga

Mekanisme Kenaikan Pangkat dan Jenjang Jabatan

Pasal 41
Persyaratan dan mekanisme kenaikan pangkat dan jenjang
jabatan bagi Penyelidik Tindak Pidana Korupsi dilakukan

berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 42
Penyelidik Tindak Pidana Korupsi yang memiliki Angka Kredit
melebihi Angka Kredit yang disyaratkan untuk kenaikan
pangkat setingkat lebih tinggi, kelebihan Angka Kredit
tersebut dapat diperhitungkan untuk kenaikan pangkat
berikutnya dalam satu jenjang Jabatan Fungsional Penyelidik

Tindak Pidana Korupsi.

Pasal 43
Dalam hal target Angka Kredit yang disyaratkan untuk
kenaikan pangkat dan/atau jabatan setingkat lebih tinggi
tidak tercapai, Penyelidik Tindak Pidana Korupsi tidak

diberikan kenaikan pangkat dan/atau jabatan.

BAB X
KEBUTUHAN PNS DALAM JABATAN FUNGSIONAL
PENYELIDIK TINDAK PIDANA KORUPSI

Pasal 44
(1) Penetapan kebutuhan PNS dalam Jabatan Fungsional
Penyelidik Tindak Pidana Korupsi dihitung berdasarkan
beban kerja yang ditentukan dari indikator meliputi:
a. jumlah kegiatan koordinasi dan supervisi terhadap
penanganan perkara Tindak Pidana Korupsi oleh

aparat penegak hukum (APH) lain;
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b. jumlah penanganan dan pengelolaan informasi
dugaan Tindak Pidana Korupsi;

c. jumlah penyelidikan kasus dugaan Tindak Pidana
Korupsi;

d. jumlah kegiatan pelacakan aset, pengelolaan barang
bukti dan barang rampasan; dan

e. jumlah penyelesaian produk hukum antikorupsi.

(2) Pedoman penghitungan kebutuhan Jabatan Fungsional
Penyelidik Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) diatur dalam peraturan Pimpinan lembaga
negara yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di
bidang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi setelah

mendapat persetujuan dari Menteri.

Pasal 45
Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Penyelidik Tindak
Pidana Korupsi berdasarkan Peraturan Menteri ini tidak dapat
dilakukan sebelum pedoman penghitungan kebutuhan
Jabatan Fungsional Penyelidik Tindak Pidana Korupsi yang
diatur dalam peraturan Pimpinan lembaga negara yang
menyelenggarakan  urusan  pemerintahan di = bidang

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

BAB XI
KOMPETENSI

Bagian Kesatu

Standar Kompetensi

Pasal 46
(1) PNS yang menduduki Jabatan Fungsional Penyelidik
Tindak Pidana Korupsi harus memenuhi Standar
Kompetensi sesuai dengan jenjang jabatan.
(2) Kompetensi Penyelidik Tindak Pidana Korupsi meliputi:
a. kompetensi teknis;
b. kompetensi manajerial; dan

c. kompetensi sosial kultural.
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Ketentuan mengenai rincian Standar Kompetensi setiap
jenjang jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan

ayat (2) disusun oleh Instansi Pembina.

Bagian Kedua

Pengembangan Kompetensi

Pasal 47

Untuk meningkatkan kompetensi dan profesionalisme
Penyelidik Tindak Pidana Korupsi diikutsertakan pada
pelatihan.
Pelatihan yang diberikan bagi Penyelidik Tindak Pidana
Korupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
disesuaikan dengan hasil analisis kebutuhan pelatihan
dan penilaian kinerja.
Pelatihan yang diberikan kepada Penyelidik Tindak
Pidana Korupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dalam bentuk:
a. pelatihan fungsional; dan
b. pelatihan teknis penyelidikan perkara tindak pidana

korupsi, tindak pidana pencucian uang, dan tindak

pidana korupsi dalam korporasi.
Selain pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3),
Penyelidik Tindak Pidana Korupsi dapat mengembangkan
kompetensinya melalui program pengembangan
kompetensi lainnya.
Program  pengembangan kompetensi sebagaimana

dimaksud pada ayat (4) meliputi:

a. pemeliharaan kinerja dan target kinerja;

b. seminar;

c. lokakarya;

d. konferensi;

e. studi banding; dan

f. latihan simulasi penyelidikan perkara tindak pidana

korupsi, tindak pidana pencucian uang, dan tindak

pidana korupsi dalam korporasi.
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Ketentuan mengenai pelatthan dan pengembangan
kompetensi serta pedoman penyusunan analisis
kebutuhan pelatihan fungsional Penyelidik Tindak Pidana
Korupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat
(2) diatur dalam peraturan Pimpinan lembaga negara
yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

BAB XII

PEMBERHENTIAN DARI JABATAN FUNGSIONAL PENYELIDIK

(1)

TINDAK PIDANA KORUPSI

Pasal 48

Penyelidik Tindak Pidana Korupsi diberhentikan dari
jabatannya apabila:
a. mengundurkan diri dari jabatan;
b. diberhentikan sementara sebagai PNS;
c. menjalani cuti di luar tanggungan negara;
d. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;
e. ditugaskan secara penuh di luar Jabatan Fungsional

Penyelidik Tindak Pidana Korupsi; atau
f. tidak memenuhi persyaratan jabatan.
Pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a dapat dipertimbangkan dalam hal memiliki
alasan pribadi yang tidak mungkin untuk melaksanakan
tugas Jabatan Fungsional Penyelidik Tindak Pidana
Korupsi.
Penyelidik Tindak Pidana Korupsi yang diberhentikan
karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b sampai dengan huruf e dapat diangkat kembali
sesuai dengan jenjang jabatan terakhir apabila tersedia
lowongan kebutuhan Jabatan Fungsional Penyelidik
Tindak Pidana Korupsi.
Pengangkatan kembali dalam Jabatan Fungsional
Penyelidik Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) dilakukan dengan menggunakan Angka
Kredit terakhir yang dimiliki dan dapat ditambah dengan
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Angka Kredit dari penilaian pelaksanaan tugas di bidang
penyelidikan perkara tindak pidana korupsi, serta
dukungan penanganan perkara yang meliputi koordinasi
dan supervisi, penanganan dan pengelolaan informasi
dan data, pelacakan aset, pengelolaan barang bukti dan
barang rampasan, penyelenggaraan dan pengelolaan
hukum antikorupsi.

(5) Tidak memenuhi persyaratan jabatan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf f dapat dipertimbangkan
dalam hal:

a. tidak memenuhi kualifikasi pendidikan yang
dipersyaratkan untuk menduduki Jabatan
Fungsional Penyelidik Tindak Pidana Korupsi; atau

b. tidak memenuhi Standar Kompetensi yang

ditentukan pada Jabatan Fungsional yang diduduki.

Pasal 49
Penyelidik Tindak Pidana Korupsi yang diberhentikan karena
ditugaskan pada jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
48 ayat (1) huruf e, dapat disesuaikan pada jenjang sesuai
dengan pangkat terakhir pada jabatannya paling singkat 1
(satu) tahun setelah diangkat kembali pada jenjang terakhir
yang didudukinya, setelah mengikuti dan lulus Uji

Kompetensi apabila tersedia lowongan kebutuhan.

Pasal 50

(1) Terhadap Penyelidik Tindak Pidana Korupsi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) huruf a dan huruf f
dilaksanakan pemeriksaan dan mendapatkan izin dari
Pejabat yang Berwenang sebelum ditetapkan
pemberhentiannya.

(2) Penyelidik Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) tidak dapat diangkat kembali dalam
Jabatan Fungsional Penyelidik Tindak Pidana Korupsi.
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BAB XIII
PEMINDAHAN KE DALAM JABATAN LAIN
DAN LARANGAN RANGKAP JABATAN

Pasal 51
Untuk kepentingan organisasi dan pengembangan karier,
Penyelidik Tindak Pidana Korupsi dapat dipindahkan ke
dalam jabatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan dengan persetujuan Pejabat Pembina

Kepegawaian.

Pasal 52
Untuk optimalisasi pelaksanaan tugas dan pencapaian kinerja
organisasi, Penyelidik Tindak Pidana Korupsi dilarang rangkap
jabatan dengan  jabatan = pimpinan  tinggi, jabatan

administrator, jabatan pengawas, atau jabatan pelaksana.

BAB XIV
TUGAS INSTANSI PEMBINA

Pasal 53
(1) Instansi Pembina berperan sebagai pengelola Jabatan
Fungsional Penyelidik Tindak Pidana Korupsi yang
bertanggung jawab untuk menjamin terwujudnya standar
kualitas dan profesionalitas Jabatan Fungsional
Penyelidik Tindak Pidana Korupsi.
(2) Instansi Pembina mempunyai tugas sebagai berikut:
a. menyusun pedoman formasi Jabatan Fungsional
Penyelidik Tindak Pidana Korupsi;
b. menyusun Standar Kompetensi Jabatan Fungsional
Penyelidik Tindak Pidana Korupsi;
c. menyusun petunjuk pelaksanaan dan petunjuk
teknis Jabatan Fungsional Penyelidik Tindak Pidana
Korupsi;
d. menyusun standar kualitas Hasil Kerja dan
pedoman penilaian kualitas Hasil Kerja Jabatan

Fungsional Penyelidik Tindak Pidana Korupsi;
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menyusun pedoman penulisan Karya Tulis/Karya
[Imiah yang bersifat inovatif di bidang penyelidikan
perkara tindak pidana korupsi, tindak pidana
pencucian uang, dan tindak pidana korupsi dalam
korporasi;

menyusun kurikulum pelatihan Jabatan Fungsional
Penyelidik Tindak Pidana Korupsi;
menyelenggarakan pelatihan Jabatan Fungsional
Penyelidik Tindak Pidana Korupsi;

membina penyelenggaraan pelatihan fungsional
pada lembaga pelatihan;

menyelenggarakan Uji Kompetensi Jabatan
Fungsional Penyelidik Tindak Pidana Korupsi;
menganalisis kebutuhan pelatihan fungsional di
bidang tugas Jabatan Fungsional Penyelidik Tindak
Pidana Korupsi;

melakukan sosialisasi petunjuk pelaksanaan dan
petunjuk teknis Jabatan Fungsional Penyelidik
Tindak Pidana Korupsi;

mengembangkan sistem informasi Jabatan
Fungsional Penyelidik Tindak Pidana Korupsi;
memfasilitasi pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional
Penyelidik Tindak Pidana Korupsi;

memfasilitasi pembentukan organisasi profesi
Jabatan Fungsional Penyelidik Tindak Pidana
Korupsi;

memfasilitasi penyusunan dan penetapan kode etik
profesi dan kode perilaku Jabatan Fungsional
Penyelidik Tindak Pidana Korupsi;

melakukan akreditasi pelatihan fungsional dengan
mengacu kepada ketentuan yang telah ditetapkan
oleh Lembaga Administrasi Negara;

melakukan pemantauan dan evaluasi penerapan
Jabatan Fungsional Penyelidik Tindak Pidana
Korupsi; dan

menyusun informasi faktor jabatan untuk evaluasi

jabatan.
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Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf i dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Instansi Pembina dalam melaksanakan tugas pembinaan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sampai
dengan huruf q, kecuali huruf f, huruf g, huruf h, hurufj,
dan huruf p, menyampaikan hasil pelaksanaan
pembinaan Jabatan Fungsional Penyelidik Tindak Pidana
Korupsi secara berkala sesuai dengan perkembangan
pelaksanaan pembinaan kepada Menteri dengan
tembusan kepala lembaga pemerintah nonkementerian
yang diberi kewenangan melakukan pembinaan dan
menyelenggarakan manajemen aparatur sipil negara
secara nasional.

Instansi Pembina menyampaikan secara berkala setiap
tahun pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) huruf f, huruf g, huruf h, huruf j, dan huruf p
kepada Menteri dengan tembusan kepala lembaga
pemerintah nonkementerian yang diberi kewenangan
melakukan pengkajian dan pendidikan dan pelatihan
aparatur sipil negara.

Ketentuan mengenai penyelenggaraan Uji Kompetensi
Jabatan Fungsional Penyelidik Tindak Pidana Korupsi
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf i diatur
dalam peraturan Pimpinan lembaga negara yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

BAB XV
ORGANISASI PROFESI

Pasal 54
Jabatan Fungsional Penyelidik Tindak Pidana Korupsi
wajib memiliki 1 (satu) organisasi profesi.
Penyelidik Tindak Pidana Korupsi wajib menjadi anggota
organisasi profesi Jabatan Fungsional Penyelidik Tindak

Pidana Korupsi.
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(3) Pembentukan organisasi profesi Jabatan Fungsional
Penyelidik Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) difasilitasi oleh Instansi Pembina.

(4) Organisasi profesi Jabatan Fungsional Penyelidik Tindak
Pidana Korupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
wajib menyusun kode etik dan kode perilaku profesi.

(5) Organisasi profesi Jabatan Fungsional Penyelidik Tindak
Pidana Korupsi mempunyai tugas:

a. menyusun kode etik dan kode perilaku profesi;

b. memberikan advokasi; dan

c. memeriksa dan memberikan rekomendasi atas
pelanggaran kode etik dan kode perilaku profesi.

(6) Kode etik dan kode perilaku profesi sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) huruf a, ditetapkan
oleh organisasi profesi Jabatan Fungsional Penyelidik
Tindak Pidana Korupsi setelah mendapat persetujuan

dari Instansi Pembina.

Pasal 55
Hubungan kerja antara Instansi Pembina dengan organisasi
profesi Jabatan Fungsional Penyelidik Tindak Pidana Korupsi
bersifat koordinatif dan fasilitatif untuk penyelenggaraan
tugas dan fungsi pembinaan Jabatan Fungsional Penyelidik

Tindak Pidana Korupsi.

Pasal 56
Ketentuan mengenai syarat dan tata cara pembentukan
organisasi profesi Jabatan Fungsional Penyelidik Tindak
Pidana Korupsi dan hubungan kerja Instansi Pembina dengan
organisasi profesi Jabatan Fungsional Penyelidik Tindak
Pidana Korupsi diatur dalam peraturan Pimpinan lembaga
negara yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di

bidang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
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BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 57
Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Penyelidik Tindak
Pidana Korupsi melalui penyesuaian sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 16 dilaksanakan 1 (satu) kali untuk paling lama 2

(dua) tahun sejak Peraturan Menteri ini diundangkan.

Pasal 58
Pembentukan organisasi profesi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 54 ayat (3) dilaksanakan paling lama 5 (lima)

tahun terhitung sejak Peraturan Menteri ini diundangkan.

Pasal 59
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya
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pemuntitan [harang rampesan Taslak Pedana
Rorugmi dan tinddak padana pencucssn wang
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RUDR PFELAKSANA
NO | TUGAS JABATAN UNSUR SUB-UNSUNR URAIAN KEGIATAN [ TUGAS HASTL KERSA/OUTIUT KEGIAT | ANCIKA KREDIT TUGAS
AN
4 » 3 4 5 23 7 L] i
20 Imengeicds perawstan rutn /Seriala dan /slau Acurmen wrkad! kapatan perawalan 1% DREN Ahl Mk
pertiadean Darang 18 pan peayelsiican /e nds W e rta dan bharang tepan
W anaan /harang tUtpan
barang rampeaan Tuelak Pxlans
Korugnl dan tindak podans pencucien wang
a1 dam /dolcumen hasi rrgoishan bspoTan 51 0043 Ahl Pertsma
pemelihanan dan pengunanan barang Stipan)
penye ko utaa arang utapan
penunt TR AN yang
chistrn pan Sdinn iptean o Juas mbaga negara yay)
menyeenggarakan  wusen  pemerstalion o
rantesan Tindek Pelasns Korige
wan
22 e hasdl analiss pencddianian dan 152 0,047 Ahl Mada
an barang Stapen pen yelsd fan [ bencks
g Wtapan pensoy i tany far
o e yang o sstmgeen |/ pican o
NOUATR g Men ySe NIAarakan urisn Bngloungan mbaga negara yang
pemer intahan di tclang Pemberamaaan Tindak IDen) yede DEERrain 1 Mn pemer imahan di
O Pacdana Korapai bicdang Pem berantasan Tindak Mdane Korups!
O 23 menganal mis dan menelsad amoar putusan s sl n amar putusen penpsddan 153 0 Ahd Maoda
— o engaciiban berke ot N oetp ates tusang | berkelnuatan Tukum tetep ot Dur ang bukt
I I ks Tinclak Pidans Korupad dan tndak pelans Tarcle k Pulasss Korups cati tindak prctan
pencucsen weng pencucian ueng pocle huais data henda
adan/Darang Wapan penuntitan Tindak Pelana
Korupes dan tindak pocdana pencucsan wang
24 pmengiverntarsasi bahan pepusinan pors en ahan panyusinen aporan 154 0arr Al Pertama
pengeiolaan benda s an Tuxlak Pxdana Korupsi ncda nrsan Tindak Pxdana Korups
fan Sndak puch e pencuesen wang dan Tindak pidena penoucan wang
25 fmenyunun laporan pengeioksan beoda staan Tindak |baporan pengedolsan ey aan Tandak Prtana 145 a2 AhT Musls
IFscdana Karugei dan taiak pidana percucsen uang | Korupes dan tindak podana pencoucsan wang
a0 dokumen hand evaduani kegiam n pengeiolaan 150 0112 Ahll Modya
bamng titipan pexrye belida n/benda sitaan/ barnng!
mpusan Tuxlak Taan perni e n/ Darang £ ampesen Tindak
ak piclena pencucian uang  [Pidana Korups dan {ak piclena pencucian
uang
3 |Pengeioloan 1 joemrmun dan mengoiah penaksran mandin ans poran penasloiran mandin ataa harang 157 009% Ahl Mucks
BT 1, TAIN Pos AT b arang e asan rRm pasan
2 jmesnmver fikoni dan memvalchai penaloiran mandini |Japoran penaloinan nuand il atas hamng 168 0223 Al Madya
fatans Laaru g mwrn paian fatn pasarn
3 jmengicdentifikas dan mengodah poran pokmi poran recagutidan ) patensi denda dan wp dan 17 0083 Ahl Mada
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ROLY PELAKSANA
NO | TUGAS JABATAN UNSUR SUB-UNSUR URAIAN KEGIATAN [TUGAS HASTL KERSA/OUTrUT KEGIAT | ANCIKA KREDIT ...—.a.n....m,
i
AN
¢ 2 3 4 3 2] 7 A 2
¢ Jmenoer hont dan mesmalclaai b poran potenw 10 195 Ahl W
1enda dan NE pergaant yng tdak wriagh serta
b arang 7 g asan yang ticka k da pot dielorek us
5 i tecobery e tdetarkan gpuiiuaan 161 0,083
prciatarioan putuman pongad ban pengt fan yang telah memperoke b Kok watan
iedah memperoieh keluatan hukam tetap hadestm e tap
o NG5S WoOVeTy e rdasarkan pitisan 102 0,195 AhN Madya
pengelidan yang ielah memperokeh ke uatan
hudoum 4
T jmempusun dan mengedal data padanas tadan, podars | eporan reicopotutesd padana badan, dends 103 0083 AhN Mads
ety Clasy W perirnd st pulusan g o n ke
gt ass serie pUtAn
A bagior mn T ek agut e pickana hadan, derela, nang 104 0,195 AhN Mochs
pengrant, taya perkara seta punisan
peninm
9 mengxdentifik dan me AL AR Vi T Baes v ualsas) data pxdana bacdan, vang dan barn 105 0098
data atas padana hadan, usng dan hamng baktl DUk y Ao 1 o 0, Dasrang truderd feria mper
g ke hadicad, barang bulad tertamgur dan ity o Sset reroery
L0y
10 Fmengevahion) sixiem v calinas i cdata atas pudans wansial data pitania badan, uang dean barang 10 022 AnN Mactya
hadian, wang dan barang bkl yang chiemb abicsn Bruk & yang chilerm hadies 1, haran g Bnket) Yerla oger
harang kU wriampr dan asser recaeTy AN 4 sset reconery
(B ey dan aenyedah data harang reecliaat) A xan teonaiias baranyg persediaan ras 147 Ahl Mudds
uiasn pada apdikes
12 Fnemver fikoni dan menwalvland dats harang bapor an rekmmathas harang prrechaan s ngeaan It 022y Ahl Mackya
raechaan rampanan pads apbio w
13 mengidentificas dan men m clata edos pare ol bap ar an ek e sl terpicia s T sk Padanas LE) 0095 Ahl Mods
rerpocdana Tindak Prdanas K m
14 fmesrrves o) dass choapir sl erpadans Tindak bapor an edopurs o terpace e Tindak Padana 170 0223 Anl Madya
Fackania Koru o Koripe
15 fmengsde anl dan engdeh data barany oy mn hareng sammpasen habum cilak ukan 171 00K3 Ahn Macks
e e yong hedum difak akan pon dasen dan pen fadan dan elarg
e lang
16 Jmcngpanad beis dan me ey adussi data bars Mapor an harang rampasan Dedus cilakulosn 172 0,195 AhN Moclya
d s en yang beum ok ukan gren e n penilalan dan leluy
e dang
17 fmemrusun dets stas wnggepan head sudit internal |bporsn tangospan haad surdit mwrmad dan 173 0095 AhN Murke
Lan chaternal ckarvrnal
] 1 it bap oy an 14 174 Ahl Maddya
e
) 1siggn elesck s lapor an dukungan ckoe ks 175 ARl Mucds
20 e ngganed dan menmalaian dukungan ek aporan dukoun gan sk k 170 0,195 AnM Mactya
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pemer intahan di tidang Pemberastasan Tindak
Padana Korupm

Pen be rant anan ko

W ke dorn bagaan

pemberamtanan koryge e

IV AR O RIS FATI T TTC ST e Akan

e

RODR PFELAKSANA
1] TUGAS JABATAN UNSUR SUB-UNSUR URAIAN KEGIATAN [TUGAS HASTL KERSA /X KEGIAT | ANCIKA KREDIT TUOAS
AN :

2 3 4 5 [ 7 [] 9
Wemmyengo v amye imasan mengsieniifikas permohonan pragens dilen ., gugsten permohonan pragiensd fan, gugsten 177 al1s AN Pertama
chan g oge Perkara seecara Peardats, FIGATAD A uaala negara, \ perdata, gugatan Aade negpra, ujl ma
ke s hooru psi taghm dan keberstan dan /atau peryelsanan pericus secan keberstan dan | e ITrESe N AMT PeTIGRIR S0ORT A

Mgl Ut g dan ot - U dan non Utgasl
(esipe ra daion n Dahat, deta da a, i formes i wrmasuk 174 0,188 AhM Mucds
lermasuk Dok bl ter dout proses penyeionssian s pot e e sion n perara
wecara Hicani dan nonBitgoes ser1a uiaya socars Bty dan non BIasi serta upays
o e ieasian peris s @ pryeleadan periar 4
un dolamen be o pessalangn dokoumen Derkas persslangan 179 0,230 Ahll smucia
ey dolaumen berkas pers dlangan dacumen rev il berias pemidang n 1% 0377 AhN Madhya
alan [ laporan pesyeksaan periara 3] 0,153 Muda
pocars frtgpand da n nondit el
24 atanl laporan penyelessian perkora 1 0307 Ahli Modtya
pecnra Biggasl dan 1 DA
merumuskan rekomendss | kepacdks pemangk s 183 2,59 Ahh Utama
memragican bahan, data dan informes e rean 1 019 Ahll Pertama
penyy an Joajlan m teriodt pen be rard s an
K Pidans Korape dan /atan bedetnta gaan
AL 10 gy e s ralar) UruMan
beramtasan Tindak
clak Pata s Koru
mhag egans e elaadhian Kajan ik a5 0242 Ahl Macia
g
menyRisogparaimn el teiaadun ka kum terkadt ajaan hidousn Tes ot 180 0,167 AlE Madlys
unuan o b ramtanan Tindak Medana Korsped dan/ atas tania Korsipmd da [ atas
pemernmiahan ket g Jem toaga nogara Jng T e ——
ridang meTyekengrarakan ursiaan pemernmmahan di edang | menyelenggaraka n urisa n pemer irtaban di
IcT Antasa 1 Pemberamanan Tindak Mdana Korpad bidang Pembera Tinclak Mcana K orupei
chak Il ana
Korugmi mermun proposal pene ltaan eagan hikun e n proposal peoe Biien kgl i 157 AT rrackas
mernes propossl kagian hukam e rieat cRumen revn proposal h 185 0140 AnH Machos
Femboramtanan Tmdak Medana Korupet dan/atau emborantasan Tindak Mdana Koruped dan /atan
el srthagoaan demhaga nogara yang agran mbngs nogara yang
meiyvie nguuakan urisan pemennatian d) bidang usen pemer imahan di
Pem beramtasan Tindak Ml K bdang Pemberantas ik Padam Korupmi
WAWANCATA dengan nara 15 0,108 Ahl da
T TN I e s meSalny e kousi kedol
mengokah data hasl koapan m terkast dckumen hasdl kapan 1501 0.1: Ahh Muds
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ke PELAKSANA
NO | TUGAS JABATAN UNSUR SUB-UNSUR URAIAN KEGIATAN /TUGAS HASTL KERSA/OUTPUT KEGIAT | ANCIKA KREDIT TUGAS
AN :
] 2 3 . 3 [ 7 A 9
A merrau haadl porgolahan data kaga n hukaim terksd [doeumen rivu hasi] porgodahan dat ey san mil o Al Mactrs
dan/atan hudowm terkant Pem ber amtanan Tioddak Padarn
Korugm) dan /
i iy |yang menmpe engEsrakan uriman p
Badang Pemberan aan Tiodak Pedana Karupal
9 et seloureier dan bahan g 192 Q179 ALLE Pertama
ke apan ebak Picka na [hiscoum terkant P ber antanan
Koy dan/ st e S 1rit g 1 e g Korupms e A1 e e vt e et aga T gaTa
frang e tnpe S e alean uTuman geerre e FRIE i tnye S e irsman et shan o
hackan g Pemberanta san fackan g Pean be v tas nedak Pads o Korupmi
11 Jepor an ks Al perib eran S san 199 oaxr Al Muds
MEA NegATA
n ol
12 a1 ha 1™ 0233 Ahl Madya
[ ern be rart oo pk Prdana Korupmi dan/atan ana Korupsl
iede b aguaan e haga negara yang ATA yang
3 mernyele ngoaralian wisan pemessotalian di bidang
O Pem berantanes Toudek Mdana Korupss
¥ I
13 froeialarienn evalumn i Saporan pessetstess o gian hudoin] bapor an evahias Sogsan htkooum terkan 195 S065 AhM Utsma
Pemborsatanan Tindek Mdana Kos '
kebenibagnan lembaga nogara ng
men yelenggarales 0 Uruse n pemer intatia
hidang Pemberantasan Tindak Pcdsns Kormpsi
san kebpakan o hids ng 190 0232 Ahl Pertama
san kolgekan H rdanyg 197 0,245 AhE Muda
wn b korup s
3 fmelaiotkan rewst rumssan kebgakan hulaun oy dckumen revi ritmise n ket akan hikam o 19% 069 Anh Machos
badang s floorugmi bidang s dorugm i
4 unkan keh jadan swategs dadamn dacumen rumusan ketgakan stratogm dalam 19 2203 AhY Usuma
Peak sanaan, terkadt kelakand penyusunan, pelaosanaan, terkad keluakan d
amdeorugai Lcang ama 1
5 an diseminam *rioan keb gakan & tedang apor an peia lon maan Asemunas e ke n X OATn Ahl Mucks
U hcorup el
O Enesgeyahies ke lujakan o ndang amlorugng lporanevalues hetnbdon o by anskongps 21 2038 Al Ussina
7 o o G e Tl hep oy an ke ) TETR T2 RS a2 2038 Ak Uty
J Repada para pemengion ke pestingan
Peanyaum pasan 1 menmyagikan data da anl wrEan xa 0121 Ahli Pertama

et apat Jukoun
terkadt

Pernbier a1
Tnclak MNdarm

ekt
dan/atay

pen yusunan ko ¥ pendciag

pemberantasan Tindak Pdana

e 11l sgpaian lern husga negans yang

metgede ngoarak an urisan pemerimahian o odang

e b reavtmasn Tanclake Pecdana K¢

o cda et Joed e Dagaan
Jerriliagps He AT RN the st ke pans alonr Uikt

ficlang Pemberamasan Tl ak
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RUDR FELAKSANA
NO | TUGAS JABATAN UNSUR SUB-UNSUR URAIAN KEGIATAN [ TUGAS HASTL KERSA/OUTIUT KEGIAT | ANCIKA KREDIT TUGAS
AN
] 2 3 ] 5 8 F ] 9
an Jatan wmitags | 2 Imerpuaun peavdspat Tndaom ferkatt proderansaan [dacumen pencapat fksm wrieat £ a9 Al Mhurle
NEZATA yang corup e dan/ asn ke mbagaan jem haga negare Pem be rmnd aaan oruges dan fatan kelem hagaan
men ye i agneaien [rang e e Jen gEer mkan uwruman peoe rinsahian o D AGS DORATA FATIE INe1re Jen Lger mloar wrum
wrusan b adang Pembe rantasan Tindak Pelana Korups pemerintalan di bhidlang Pembeyamasan Tuxlak
petnesing han & Padena Konups
Ll arny 3 meses i peodapat hukoun ter kst Fesnliora ilasn daumen rewn pencdagat hukien terkait 205 0437 Al Moy
Presnlier asttinns 1 [Tantak Prlana Korupsl das [ atan kedem bhagaan Pestiberamasan Tindak Pelana Korupsi dan fatay
Tnclak Medam i hagos nagara yang men el ggs rakan unnan Kot mih sgge s bemn haga nagara yang
Komugme pemer smahan i dang Pem beramtasan Tindak e Yol TymmATaice 11 Ve N pemer sntadis n o4
Fackanas Karugm Sackang Pem i ranssasn Tincak Pdana Karupei
4 Jmempunin aporan peodapat huomm fer it Wporan aws penyusunan peodapat oo 200 012 Al Pertama
e berardanan Tindak Mdana Korupsl dan/atau teor ket PFemberamasan Tindak Padana Ko psl
J e 1 g ern b negpnra g k) atiann Joede st agguatt Jemisge tepara yang
mesyeen guarakan wuden pe siahian d men yebt ngnaraka n a0 pemey intatun d
[Pern be rantasan Tindak Pedana Korupsd badang Pemberanaan Tindak Pedans Korapad
5 |Pemberan 1 mengidas il s/ menympkan badwn, data dan Ak uman penywmunen konsep dnformasd hukum 27 0,19« AhN Pertama
nSormmat hukum inSorman wriou ! penyusunan koneep sdormaad ter aant b ora ntasan Korps dan) st
terkan 1 terkadt pemberantasan korups dan /atau eSe To g Je T D NeRaTa Jang
P er aartasa 1 K eleTich agoaa! e Taga negara Jang e yede ngrarake 1 Ui san pemer intatan di
Tincak Prdans menyeengrarkan uasan pemeramahan di dang  |hdang Pembe ran aan Tindak Pidana Karuped
Korugsd dan /atau Pesn e rartasan Tendak Podana Ko 4
e de r1lan gy 2 fmemam darmast husen ter prodieran tasen [dokumen mbrmas bkam terkan 208 aas Ahs Muda
mliags negara oar up e dan)/ st Socke i Daguaan Jem haga negana pemberamasan orup Jan [etan kedom hagasn
yang g e erpe Son g akan usrunan permerinahan o fembaga negara y ATy S g Akoad! Wi an
menye b ngrarakan bcdang Pemberanmsan Tindak Mdaos Korupws pemenintaban di dang Pemberamasan Taxlak
urasan Falania Koru.
pemerint han 1 fmeryedidan mbrmas hukum vk b v mn jreda o nian ponjockaan mlormas An 0428 Al Moadtyn
el gy e b it ) ooyl dham [ atans el bagpaan hatkum terkadt pom ber artasan konge dan Jatau
Pender antasan b haage negpare yan g e e g rakan keheriihage an bem haga nagar yang
Terickok Pt pemer imalan di bidlang Pem beyamasan Tindak e el REarales 0 Arusan pemer intaka n di
Korugmi P ackana Korapai Dickang Pemberansaan Tmcak s s Korupa
4 Joempunun poran sdormasi hukum teran ok umen Japoras sformasd hukun ter et 210 a1m AhN Muads
Pem be rantasan Tincak Padssia Korugmd dan/stau Pembersntacan Tindak Patana Korupad
ke it agaan Jom bags nogars yang dan/staal kelembiagean emiags negars yang
Imerpeien goarak an urusen pemerimiahan di dodang | menyele nggoaraka n urisa n pemer didahan ds
e be st an Tindak Pcdana Korugmi bidang Pem berantasan Tindsk Mcda e Korupsi
5 Imereerni informied hukum terkast Pembersitaasn ok umen reend adorment houkam Lerkost 21 TR Ahl Mastya
[Tindak Pxdana Korupsl dan /ataal kelem hagaan Pemberamaaan Tindak Pcdana Korapsi dan /atau
eI DEA NOSATA FATIE 11w 11y o0 08 rakan urman K ede b agp an dem hogoa negara ¥ang
jpemer onahan di Wdang Pem berantasan Tindak men ywie nggaurales n urusn pemer dotahan di
Pactasia Konuga: Iadang Fernberan aan Tiodak Fedane Karaped
6 fmengevahiasi pemberan mrmes i terkan Aok umen cvmhiam pem be ran mrmesd hukam N3 1,700 AhN Utsma
e be ravtasan oorupmd dan Jetan kedem hagasn ter kadt peabera masan Ko upm Jdan/ asa
b 1) DNR DVUATA YOI TR e S e TR LU AN WS ITID A AL Je I DDA DA YANE
peTuer anaban ndang Femberamasan Tindak men yede nggarales n surisan pemer itatan ol
Fadens Korugi Didang Pesn be ran wsan Ticlak Pk s Kerupni
0. |Pesgeloban sakosl 1 joengelentifiias dan meapiapion lahan, dat dan  |dacumen slentiflias) dan penyiapan halian, daw 213 0087 AN Pertama
pelaiu yang mforman Erkadt justior collaborator dan dnformasd wrkadt jatice collaboraior
et agionies 2 Joemin elaah Jmnad s Tk ter Bt jushoe locumen telsah) analiam b m ferkadt jusheo 214 Q.15 Ahl Mada

el Bves s bow

colla borator
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LLAKSAN
NO | TUGAS JABATAN UNSUR SUB-UNSUR URAIAN KEGIATAN /TUG, HASTL KERSA/OUTrUT KEGIAT | ANCIKA KREDIT HTJM.H)M :
" i
] 2 3 ‘ 5 [ z 4 9

codla bom &

merevn tefash Janalinm hulkum e

Ao ume

baly/ analmie nikum ferk

colla bor

Al M

4 Fmesysesin beriowm ke satt thew hikk Junticw ek umen kep tantt teach ko) ju sbier NPT}
dla bom hr colla borater
5 jme Thas juntive ator daumen _ustoe anllaborator 217 0,195 Ahl Mactya
O Jengeyndu e d proscdiis scra e n Telaal Stice 218 2038 AN Usan
pen yus 0 L) | anadin s hudonm skl oolla borator
AN
Pengelolaan I jmengxdemificas prrmohonan dan menmysgian dacumen xient 0235 Ahli Pertama
gRn adsan, daw dan . le i Badwn, dam A
¢ cdan/ wau ks i/
2 fmemrm dakuimen alcsarman parsinchingen *umen pelak sansan perindungan 2 a,153
"
3 mereshu dok 1) pelaksanaan periiocungan 221 o595 AnM Mactyn
ki) pelapor
§ relaksanaka lcam techadag per o 22 AnE M
perimchingn an fungs n askas/pe
5 roohe 223 0205 Ahdi Muda
& e 22 135 AN Moclya
] RO ¥ AT PN YR IR 7] Ahli 8
perhinchingsn will e TgpaTTeS
5 Jmelaio hirgan 1 220 Al Madya
adon { ] pe bagaon
9 fmemmpunun daporan jelakoane an et avhingsn 0,12 ANhD Musds
por kg
10 rany pelaiowa st g clok umen sevi Saporan pebalousan 22 o419 Ahl Madya
sakon/ pelapor pertmchingan sk i/ pelapor
11 fmengevabu 7 adaar an kogmtan perl N AN oy mn an kegasian 1390 Ahb
) P nching
pendataan dan ana Fa A 0349 Ahli Pertama
A
me gt en Bl putisan 1 0235 Ahl Pertasa
erdass, putisan fats mahs
Mk Picks s Koruga
S puengeiods data putisan 232 0549 Pertama
4 Imenyuaun analay wian praperad dan, g AN ailan, punisaen) 0A57 Ahh Muda
perclate, gt wiaha negans, TN S uAaha neEgan, putusan
Tudak Padana K o
5 il e raciian *umen haad analsme s 2 0462 Al Mactrs

erviate, git
Tindak M

¥

aata negara

eriata, pritiaan WA

ok
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" - LAKSANA
NGO | TUGAS JABATAN UNSUR SUB-UNSUR URAIAN KEGIATAN [TUGAS HASTIL KERSA/OUTrUT KEGIAT | ANCIKA KREDIT ﬂﬂﬂﬂ)&
AN :
] 2 3 4 5 7 [ 9
O fmengembanghen modul peoggunsan ap 235 S4M Ahl Utsima
At e yockian
) S Al DegaTa, JuINLsT
Korupu
! pani mtem ddan prosechir mven ' risae g v JAS5Y
Ut TN i ageeraciis an perclasa, putiman
tata usaha nogara, patiman Tindak Pdana Korupsi
a9 1 jmoengice fiea s dan memrmg kan hahan bahan nwman penjedoaen bam rarg Al Pertama
verfiloml peruman penyedan banhian Do
"
yang tadak muangu —
2 mrusun dolauoen untuk pemyediaan penashat dckumen penyodiaan penasihat hukcum 58 017 Ahl Mucks
] & pem yeciia an penng it dadcumen pernyectisan genias has b aw Al Maddya
‘ W an penyer san o mirn Saponm ik g i 24 Whrks
wrilikas penas
5 Joeresiu ponan hasl verifikas! penasthat hokom dacumen haad verifiGas] penasihat hokom M1 Ah achya
o 1l dan menimp o s jaelakssnea 1 lapor an evaiuas dan oo Sadoran an 242 Ah M Utsma
t hukum nk trrsangies takak | pen yecisan ponas A% e g
talak e nyn
10, [Pengeiokaan 1 1 bahan, data dan 24 02 Ahdi Pertama
pember an
perghanpaan
dalarmn Pencegaban poacdanie Morupa)
o 2 dokme o lapon 244
Mamber mrlama (data terkadt perghargs an dadam
Tindlak Pelana pencegahan | erntasan Taelak Padans
Korupel Korumi
3 me ok MAN, menyis Adig 22 M5 Al Mudla
fe st jonghanps falum peneeg ha
pemberamtaman Tindak Pdans Koragpiw
4 mate T/ Sapor 11 soued s Ha Al Mactra
an percegah / rha ngean dalam pencegad
1 Tindak Mdana Korupsi 1 Tindak Mdana Ke
5 4 dan laparan pelaiousiaen i umen analn by day M7 0172 AbN Muds
1 dadain proanes terkan Hantus n atau pendam
tugss dan wewenang Embags nogers [hulioum  feskadl polak senaan tuges den
[y AT TR T T A Wewenang m . ATA yang
b ackang pemd e menyeiengparaics s pemersmahan di
bdang Pemberan ssaan Tmdak da e Karugm
o ol ok o D Fhoasll pengodate 245 AhN Madya

dat
penocegnha
Aoriige

ai terkant pergchargan dalum
1 prroberas tasan tincak pidanas
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RUDR PFELAKSANA
NO | TUGAS JABATAN UNSUR SUB-UNSUR URAIAN KEGIATAN /TUGAS HASTIL KERSA/O0TrUT KEGIAT | ANCIKA KREDIT TUOAS
AN
4 2 3 . 5 ) 7 [ 9
7 [menmalcdead/verfise: terkan penghangaan dalem  [Ssporsn validam st verifits s terion 40 LW Al Mactrs
pen oegaty emberantman Tiodak Pdans penghiangasn dalum pencegalun dan
Ko Pembers aan Tindak Mdana Korupsi
A Imelaloukan koockai dan ovahaei kegistan, saiem Ak umen peonfiasen, evalssei kngasian, »islem 25 1,519 AhE -Utama
Lan prosechur pemieran penghangesn cadam rangss |dsn prosedur pem e ran perghangan dadem
pencegatinn dan Pembermntasan Tindak Pida mangka pencegahon dan Pemberan tsman Tindak
Korupmi Padana Korups
9 Joemumun rekomendan ferkant proses pemnbe rian ckcumen e ko rcdas i terian % pem e rian 251 2291
penghanpaan dalem rangka pencegalaendan penghangaan dalam rangks pencegahan dan
pemberantasan Tindak Pdana Korupsi kKepada pemberanianan Tincak Mdana Korapei kepada
pemangiu Kepentngan (utabeholder) dan besite
acars pendlaian
10 ok umen perancengen dan pengembangan 252 19748 Ah N Utsma
sistem cdan stratagi dalem pemberian
[ en o g n pemberanssan Tincdak Pk s penghargsan dalum ranghka pencegatss
Korups i pemberamanan Tincak Prdana Komapa
11 meramuskan rekommciad dan policy brief dalam  |dekumen relomendast dan poley brief dalem 250 210 AhM Ussma
pemberien peoghang an dalam rangks pencegahan  |pembenan pengha ngaan dadam rangka
dan pemberanaan Tindak Pdana Korups pencegahan dan pemberantsan Tindak Pelana
Korugni
11 [Perngeiokan | mesge e sapios 1t dokuamen, data dan drdormand, serts [dekumen prooea peryelosadan poriosrs ston s 254 V7 AhE Pertama
fan fuan hakoum B vt 8-t kr d ter proses penyrie s agem cen non bt agaes termesauk ygays b
terhacap A nonit gpas Y rms 3 alas perycimadan porkara calam mangkas b
pelabsanaan ngan stas peayelesadan perics ra dalam rangka housowm
han wewenang di
ETDAG Degwn 2 puengelentifiasl permohionat b tuan atad e n pertiohone S hian stau peole g g 255 a1y Al
g pencham gungan h m ierkalt pelalsanasn Nges Perama
menyelengparakan Lan wewe g Jom baga negem yang
Y e myeie ngrarak an | wnt pemersmahan di bdang
peamerin han & pem be ramtasan undak piclana korupm
tucl g
Nerrther amasa n 3 fmelainican sonminen dan menymaun ek umen lapora [Jma i sosaliaas terkoan 250 0397 Ahh Murde
‘findak Mdana mater/ laporan s saleas wrka pemberan pemberan perngha ngeen pelapor dadam
Korugi penghargaan dalam pencegahan | pemheran tasan pencegahan (Pemberamasan Tindak Mdana
[Tadak Padana Korupal Korupsi
4 meladoniown hantuan atan peochamy dogan dalam Wparan Dartuan aten pendarm pen gan o alam 257 0204 Al Mods
wrkal
Wew eniang an haga
s premes it
Jrandak godlania Korugs)
5 2%8 0544 AN Madya

predadoantiaan tugas dat wew g Jean huga negars
frang merore bonger alean urnman pemenn ahan ol
badang Pemterantesan Tindak Melana Koesupm
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RODR FELAKSANA
NO | TUGAS JABATAN UNsSUR SUB-UNSUN URAIAN KEGIATAN [TUGAS HASIL KERSA/OUTPUT KEGIAT | ANCIKA KREDIT .q.:n;u
AN ’
[ 2 3 4 3 [ 7 8 9
6 mengevaluant pelsiaans an kogaten batuan stan Aok umen evahiem pols sanasn e 250 2158 Ahli Utsina

pendampingn terkadt pelsiosanaan tugas dan
wewetiang dun bhaga n 1y b g adiean
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Koru gl
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LAMPIRAN 11

PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMAS| BIROKRAS| REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 55 TAHUN 2021

TENTANG JABATAN FUNGSIONAL

PENYELIDIK TINDAK PIDANA KORUPSI

KEGIATAN PENG EMBANGAN PROFESI DAN PENUNJANG JABATAN FUNGSIONAL PENYELIDIK TINDAK PIDANA KORUPSI

NO

UNSUR

SUB-UNSUR

URAIAN KEGIATAN/ TUGAS

PELAKSANA

HASIL KERJA/ QUTPUT | ANGKA KREDIT KEGIATAN

2

3

K

5 6 7

Pengembangan
Profes

A

Peralehan ijnzah / gelar pendidikan
formal sesual dengan bidang tugas
Jabatan Fungsional Penyelidik
Tindak Pidana Korupsi

Memperoleh {jazuh sesual dengan bidang
tugas Jabatan Fungsional Penyelidik Tindak
Pidana Korups|

ljnzah / Gelar 25% AK kenaikan | Semun jenjang
pangkat

Pembuatan Karya Tulis / Karya
[lminh di bidang penyelidikan
perkara tindak pidana korupsi,
tindak pidana pencucian uang dan
tindak pidans korupsi oleh
korporas|

Membuat karya tulis/ larya iimish hasil
penclitian/ pengkajian/survel fevaluasi di
bidang penyelidikan perkara tindak pidana
korupsi, tindak pidana pencucian uang
dan tindak pidana korpsi oleh korporasi
vang dipublikasikan:

a, [dalam bentuk bula/majalah ilmiah
internasional vang terindek

Jurnal/ Buku 20,00 Semua jenjang

b. [dalam bentuk buku/ majalah {imiah
nasional vang terakreditasi

Jurnal/ Buku 12,50 Semua jenjang

¢ |dalam bentuk buko/ msjalah ilmish
yvang diakul erganisasi profes| dan
Instansi Pembina

Jurnal /Buku /Naskah 600 Semua jenjang

[

. [Membuat karya tulis/ karya ilmish hasil

penelitian /penglkajian /survel fevaluasi di
bidang penyelidikan perkara tindak pidana
korupsl, tindak pidana pencucian uang
dan tindak pidana ko psioleh korporasi
yang tidak dipublilssikan:

a, |[dalam bentuk buku

Buku 500 Semua jenjang

b, |dalam bentuk majalah (lmiah

Naskah 400

Semua jenjang
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NO

UNSUR

SUB-UNSUR

URAIAN KEGIATAN/TUGAS

HASIL KERJA/ OUTPUT

ANGKA KREDIT

PELAKSANA
KEGIATAN

3

4

5

6

’

Membuat karya tulis/ karya imiah berupa
tinjauan atau ulasan {lmiah hasil gagasan
sendiri di bidang penyelidikan perkara
tindak pldana korupsi, tindak pidana
pencucian uang dan tindak pidana
korupsi oleh korporasi yang
dipublikasikan:

A |dalam bentuk buku yang diterbithan
dan diedarkan secara nasional

Buku

800

Semun jenjang

b. |dalam majalah imiah yang diakui
organisasi profesi dan Instansi
Pembina

Naskah

400

Semua jenjang

Membuat karya tulis/ larya ilmiah berupa
tinjauan ateu ulasan ilmiah hasil gagasan
sendiri di bidang penyelidikan perkara
tindak pidana korupsl, tindak pidana
pencucian uang dan tindak pidana
korupsi oleh korporasi vang tidak
dipublikasikan:

2. |[dalam bentuk buku

Buku

Semun jenjang

b. |dalam bentuk makalah

Naskah

Semua jenjang

o

Menyampaikan prapenyelidikan berupa
tinjauan, gagasan dan atau ulasan ilmish
dalam perternuan dmiah

Naskah

Semua jenjang

Membuat artikel di bidang penyelidikan
perkam tindak pxana korupsi, tindak
pidana pencudan uang dan tindak pidana
korupsi oleh korporasi yang
dipublilcasikan:

Artikel

200

Semua jenjang

Penerjemahan/penyaduran buku
dan bahan-bahan lain di hidang
penyelidilan perkara tindak
pidana korupsl tindak pidana
pencucian uang dan tindak pidana
korupsi dalam korpo msi

Menerjemahkan/menyadur buku atau
karya ilmiah di bidang penyelidikan
perkam tindak pidana korupsi, tindak
pldans pencudan uang dan tindak pidana
korupsl oleh korporasl yang
dipublikasikcan:

a, [dalam bentuk buku yang diterbitkan
dan diedarkan secara nasional

Buku

Semun jenjang
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PELAKSANA
NO UNSUR SUB-UNSUR URAIAN KEGIATAN/ TUGAS HASIL KERJA) OUTPUT | ANGKA KREDIT KEGIATAN
I 2 3 4 5 6 7
b, |dalam majalah {lmiah yang diakud Na skah 3,50 Semua jenjang
organisasi profesl dan Instansi
Pembina
2. [Menerjemahkan /menyadur buku atau
karya llmiah di bidang penyelidikan
perkam tindak pklana korupsi, tindak
pidana pencucian uang dan tindak pidana
korupsi oleh korporasi yang tidak
dipublikasikan:
4, [dalam bentuk buku Buku 300 Semua jenjang
b. |[dalam bentuk makalah Naskah 150 Semua jenjang
D. |Penyusunan Standar/ Membuat buku standar/pedoman /petunjuk Buku 300 Semua jenjang
Pedoman / Petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis di bidang
Pelaksanaan /Petunjuk Teknis di  [bidang penyelidikan perkara tindak pidana
bidang penyelidikan perkary korupsi, tindak pidans pencucian uang dan
tindak pidana korupsl, tindak tindak pidana korupsl oleh korporasi
pidana pencucian uangdan tindak
pidana korupsi dalam korporasi
E. |pelatihan/pengembangan Mengikut kegiatan pengembangn
kompetensi di bidang penyelidilan [kompetenst
perkara tindak pidana korupsi, I |pelatihan fungsional Sertifikat /Laparan 0,50 Semmua jenjfang
tindak pidana pencucian uang, - - - -
dan tindak pidsna korupsi dalam 2 .:.B.:E\_:_m;r.:..«_:._ konferenal/ Sertifikat /Laporan 300 Semua jenjang
korporas| simposium /studi banding-lapangan
3 |pelatihan teknis /magang di bidang tugas
Jabatan Fungsional Penyelidik Tindak
Pidana Korupsidan memperoleh sertifikar
o |Lamanya lebih dar] 960 jam Sertifikat /Laporan 1500 Semua Jenjany
b, |Lamanya antara 641 - 960 jam Sertifikat /Laporan 9,00 Semua Jenjang
¢, |Lamanya antara 481 - 640 jam Sertilikat /Laporan 6,00 Semua Jenjang
d |[Lamanya antara 161 - 480 jam Sertifikat /Laporan 3,00 Semua Jenjang
¢. |Lamanya antara 81 - 160 jam Sertifikat /Laporan 2,00 Semua Jenjang
L |Lamanya antara 30 - 80 jam Sertifikat /Laporan 1,00 Semua Jenjang
g |Lamanya kurang dari 30 jam Sertifikat /Laporan 0,50 Semua Jenjany
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PELAKSANA
NO UNSUR SUB-UNSUR URAIAN KEGIATAN/TUGAS HASIL KERJA/ OUTPUT | ANGKA KREDIT KEGIATAN
I 2 3 4 5 6 7
4 |Pelatihan mana jerial /sosial kultural di
bidang tugas Jabatan Fungsionas
Penyelidik Tindak Pidana Korupsi dan
memperoleh sertifileat
a, [Lamanya lebih darl 960 jam Sertifikat /Laporan 7,50 Semua Jenjang
b. |Lamanya antara 641 - 960 jam Sertifikat /Laporan 4,50 Semua Jenjang
¢. |Lamanys antara 481 - 640 jam Sertifikat /Laporan 3,00 Semua Jenjany
d. |Lamanya antara 161 - 480 jam Sertifikat /Laporan 1,50 Semua Jenjang
e, |Lamanya antara 81 - 160 jam Sertifikat /Laporan 1,00 Semua Jenjang
[, |[Lamanya antara 30 - 80 jam Sertifikat /Laporan 0,50 Semua Jenjany
g |Lamanya kKurang dari 30 jam Sertifikat /Laporan 0,25 Semua Jenjanyg
5 |maintoin performance |pemellharaan Sertifikat /Laporan 0,50 Semua Jenjang
kinerja dan target kinerja)
F |kegiatan lain yang ditetapkan okh [Melakukan kegiatan yang mendukung Lapomn 050 Semua jenjang
Instansi Pembina di bidung pengembangan profesi yang ditetapkan okh
penyelidikan perkara tindak Instansl Pembina di bidang penyelidikan
pidana korupsi, tindak pidana perkara tindak pidana korupsi, tindak pidana
pencucian uang, dan tindak pencucian uang dan tindak pldana korupsi
pidana korupsi dalam kerporasi oleh korporasi
I, |[Penunjang A |pengajar atau pelatih di bidang Menga jar/ melatih /membimbing yang Sertifikat /Laporan 040 Semua jenjang
Kegatan penyelidilan perkara tindak berkaltan dengan bidang penyelidikan perkara
penyelidilan pidana korupsi, tindak pidana tindak pidana korupsi, tindak pidana
perkara tindak pencucian wang, dan tindak pencucian uang dan tindak pldans korupsi
pldana korupsi, pldana korups! dalam korporas| oleh korporas|
tindak pldana
pencucian uang
dan tindak —t - - -
pidana korupsi B, |[Keanggotaan dalum Tim Menjadl anggota Tim Penilal/Tim Uji Lapomn 0,04 Semua fenjang
7 Penilai /Tim Uji Kompetensi Kompetensi
oleh korporas|
C. |Perclkehan Penghargaan/ tanda 1. [Memperoleh penghargaan/tanda jasa
jasa Satya Lancana Karya Satya ;
a _.:_ {tiga puluh) tahun Plagam 300 Semua fenjang
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PELAKSANA
NO UNSUR SUB-UNSUR URAIAN KEGIATAN/ TUGAS HASIL KERJA) OUTPUT | ANGKA KREDIT KEGIATAN
I 2 3 5 6 7
b 200 Semua jenjang
C 100 Semua jenjang

2. |Penghargaan / tanda jasa atas prestasi
kerjanya

a. [Tingkat Internasonal

Sertifilat /Plagam

35% AK kenaikan

Semua jenjang

panghat
b. |Tingkat Nasional Sertifileat /Piagam 25% AK kenaikan Semua jenjang
pangkat
c. |Tingkat Provinsi Sertifilaat /Plagam 1 5% AK kenaikan Semua jenjang
pangkat
D, |perokhan {jazah/ gelar Memperoleh gelar/{jazah lainnya yang tidak
kesarjanaan lainnya sesual dengan bidang tugas Jabatan
Fungsional Penyelidik Tindak Piklana Korupsi
a. |Sarjana atau Diploma Empat ljmzah 500 Semua jenjang
b, |Magister ljazah 10,00 Semua jenjang
c, |Doktor ljazah 15,00 Semua jenjang
E. |Pelaksanaan tugas lain vang Melakukan kegiatan yang mendukung Lapomn 004 Semua jenjang

mendukung pelaksanaan tugas
itan Fungsional Penyelidik
Tindak Pidana Korupsi

pelaksanaan tugas Penyelidik Tindak Pidana
Korupsi
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JUMLAH ANGKA KREDIT KUMULATIF MINIMAL UNTUK PENGANGKATAN DAN KENAIKAN JABATAN/PANGKAT

LAMPIRAN (Il
PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 55 TAHUN 2021
TENTANG JABATAN FUNGSIONAL

PENYELIDIK TINDAK PIDANA KORUPSI

JABATAN FUNGSIONAL PENYEUDIK TINDAK PIDANA KORUPSI DENGAN PENDIDIKAN SARJANA ATAU DIPLOMA EMPAT

TUGAS JABATAN

JENJANG JABATAN /GOLONGAN RUANG DAN ANGKA KREDIT
JABATAN FUNGSIONAL PENYELIDIK TINDAK PIDANA KORUPSI

-114

AHLI PERTAMA AHLI MUDA AHLI MADYA AHLI UTAMA
[l /a I11/b /e 1i/d IV/a IV/b IV/c 1V /d IV/e
Melaksanakan penyelidikan perkara tindak pidana
karupsi, tindak pidana pencucian uang dan tindalk 50 50 100 100 150 150 150 200 200
pidana korupsi oleh korporasi
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LAMPIRAN IV
PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 55 TAHUN 2021
TENTANG JABATAN FUNGSIONAL

PENYELIDIK TINDAK PIDANA KORUPSI

JUMLAH ANGKA KREDIT KUMULATIF MINIMAL UNTUK PENGANGKATAN DAN KENAIKAN JABATAN/PANGKAT
JABATAN FUNGSIONAL PENYELIDIK TINDAK PIDANA KORUPSI DENGAN PENDIDIKAN MAGISTER

JENJANG JABATAN /GOLONGAN RUANG DAN ANGKA KREDIT

TUGAS JABATAN JABATAN ﬂCZlﬁm—Ogr PENYELIDIK ._._ZUD_A PIDANA KORUPSI _
AHLI PERTAMA AHLI MUDA AHLI MADYA AHLI UTAMA
HI/b Il/e I1/d IV/a IV/b V/c V/d V/e

Melaksanakan penyelidikan perkara tindak pidana
korupsl, tindak pidana pencucian uang dan tindak 50 100 100 150 150 150 200 200
pidana korupsi oleh korporasi
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LAMPIRAN V

PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 55 TAHUN 2021

TENTANG JABATAN FUNGSIONAL

PENYELIDIK TINDAK PIDANA KORUPSI

JUMLAH ANGKA KREDIT KUMULATIF MINIMAL UNTUK PENGANGKATAN DAN KENAIKAN JABATAN/PANGKAT
JABATAN FUNGSIONAL PENYELIDIK TINDAK PIDANA KORUPSI DENGAN PENDIDIKAN DOKTOR

TUGAS JABATAN

JENJANG JABATAN/ GOLONGAN RUANG DAN ANGKA KREDIT
JABATAN FUNGSIONAL PENYELIDIK TINDAK PIDANA KORUPSI

-116

AHLI MUDA AHLI MADYA AHLI UTAMA
Il /¢ I /d 1V /a IV/b IV/c IvV/d IV/e
: Melaksanakan penyelidikan perkara tindak pidana
korupsi, tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana 100 100 150 150 150 200 200
korupsi oleh korporasi

2021, No. 1169
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LAMPIRAN VI

PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA

DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 55 TAHUN 2021

TENTANG JABATAN FUNGSIONAL

PENYELIDIK TINDAK PIDANA KORUPSI

ANGKA KREDIT KUMULATIF UNTUK PENYESUAIAN/ INPASSING JABATAN FUNGSIONAL PENYELIDIK TINDAK PIDANA KORUPSI

ANGEA KREDIT

ANGEKA KREDIT DAN MASA KEPANGKATAN

No!| QOUOROAN HASML ST XA KUMULATIF KENAIKAN
ot it PANGKAT SELANJUTNYA . ~
: ; < | TAHUN 1 TAHUN 2 TAHUN I TAHUN 3 TAHUN/ LEBIH
] 50 ] T8 28 W 3
: 50 ] 18 8 W 37
x 50 A 19 29 ) 0]
5 % 55 o5
) 111/« © kD 54 0 By
7 A7 57 7 a7
3 35 75 &
4 1/ % 3 7 :
T a7 '
- 53
5 IV/a 4 54
11 56
[ ) ) 113
6 /b 9 ] 4 114
1 56 ) 116 136
- 53 EE) 113 143
7 v/ 3 = B4 114 T34
Do ket ¢ 11 56 16 116 146

1d

TJAHJO KUMOLO

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,




